Analisis Perbandingan Penerapan International Financial Reporting Standard Pada Perbankan Syariah Di Makassar Ditinjau Berdasarkan Fair Value Accounting by Sulfianingsi, Elvi
ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN INTERNATIONAL FINANCIAL 
REPORTING STANDARD PADA PERBANKAN SYARIAH DI MAKASSAR 









Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar 
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi 
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 












FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 








  KATA PENGANTAR 
           
Assalamu alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh.  
 Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan hanya 
kepada Allah SWT yang telah memberikan Iman, Kemampuan, Kemauan, beserta 
Kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Serta 
tidak lupa kami panjatkan  Shalawat serta salam Kepada Junjungan Nabi Besar 
Muhammad SAW dimana beliau telah mengangkat harkat dan martabat manusia 
bagaikan daun di musim gugur menjadi bunga di musim semi. 
Skripsi dengan judul “Analisis Perbandingan Penerapan International 
Financial Reporting Standard pada Perbankan Syariah di Makassar ditinjau 
Berdasarkan Fair Value Accounting” penulis hadirkan sebagai salah satu prasyarat 
untuk menyelesaikan studi S1 dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
Persembahasan utama kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda H. 
Syarifuddin dan Ibunda Hj. Jusniati yang telah melahirkan dan membimbing saya 
selama ini atas segalah doa dan pengorbanannya baik secara materi maupun moril 
sehingga penulis dapat menyelesaikan studi walaupun mengalami sedikit 
keterlambatan. 
Selama penyusunan skripsi ini, tidak dapat lepas dari bimbingan, dorongan 
dan bantuan baik material maupun spiritual dari berbagai pihak, oleh karena itu 
perkenankanlah penulis menghanturkan ucapan terima kasih dan penghargaan 





1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si., selaku Rektor UIN Alauddin  
Makassar, beserta para pembantunya. 
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. 
3. Bapak Jamaluddin Majid, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi 
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, serta  Bapak Memen 
Suwandi, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi. 
4. Ibu Lince Bulutoding, S.E., M.Si., Ak., Ca. sebagai dosen pembimbing I dan 
Bapak Mustofa Umar, S.Ag., M.Ag., sebagai dosen pembimbing II yang 
telah memberikan pengarahan, bimbingan, serta saran yang berguna selama 
proses penyelesaian skripsi ini. 
5. Bapak Dr. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak. sebagai  dosen penguji I 
dan Ibu Ismawati, SE., M.Si., sebagai dosen penguji II yang telah 
memberikan pengarahan, bimbingan serta saran yang berguna selama proses 
penyelesaian skripsi ini. 
6. Segenap dosen serta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah memberikan 
bekal dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. 
7. Keluarga tercinta, Kak Ikha, Kak Suka beserta Adik Fatimah Az-Zahra dan 
Dihyah Ibnu Zaki  yang selalu memberikan motivasi dan semangat akan 
terselesaikannya skripsi ini. 
8. Sahabat Sekampung di Bulukumba, Fitri, Lili, dan Rina. 
9. Kakak-kakak Seniorku yang telah membimbing dan memotivasi sehingga 
penulis dapat menyelesaikan studi. Terkhusus untuk Kak Burhan, Kak Nisa, 





10. Teman-teman kelas, Akuntansi 3 dan 4 yang selalu menjadi teman sekelas 
selama kurang lebih empat tahun semasa kuliah di UIN Alauddin Makassar. 
11. Teman-teman angkatan 2012 Akuntansi yang telah meluangkan waktu serta 
kerelaannya menjadi teman seangkatanku. 
12. Para sahabat-sahabat yang selalu menampung keluhan dan memberi semangat. 
Khususnya Kak Sull, Hikmah, Suhaemi, Reskianah, Riska, Nasdha, Udhin, 
Hasniar, Kak Masdar, Nurul, Nunnu, Idham, Kak Thapo, Sinta dan Kak Agus. 
13. Semua teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-
persatu yang turut memberikan bantuan, semangat dan pengertian secara tulus. 
Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam 
penulisan skripsi ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat 
diharapkan guna menyempurnakan skripsi ini. 
Wassalamu alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh  








HALAMAN JUDUL  ..........................................................................................  i 
PERNYATAAN KEASLIAN SKRPSI .............................................................  ii 
PENGESAHAN SKRIPSI  .................................................................................  iii 
KATA PENGANTAR  ........................................................................................  iv 
DAFTAR ISI  .......................................................................................................  vii 
DAFTAR TABEL  ..............................................................................................  ix 
DAFTAR GAMBAR  ..........................................................................................  x 
ABSTRAK  ..........................................................................................................  xi 
BAB  I : PENDAHULUAN ..........................................................................  1-9 
A. Latar Belakang Masalah  .............................................................  1 
B. Rumusan Masalah  ......................................................................  5 
C. Fokus Penelitian dan deskripsi Fokus  ........................................  5 
D. Kajian Pustaka  ............................................................................  6 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  ...............................................  7 
BAB II : TINJAUAN TEORITIS  ...............................................................  10-29 
A. International Financial Reporting Standard ..............................  10 
B. Fair Value Accounting ................................................................  15 
C. Teori Penilaian ............................................................................  23 
D. Teori Akuntansi Syariah .............................................................  24 
E. Rerangka Pikir .............................................................................  28 
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN ...................................................  30-38 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian   .......................................................  30 
B. Pendekatan Penelitian  ................................................................  31 
C. Sumber dan Jenis Data Penelitian  ..............................................  32 
D. Metode Pengumpulan Data  ........................................................  33 
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  .......................................  34 
F. Pengujian Keabsahan Data  .........................................................  35 
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  ...........................  39-77 
A. Gambaran Umum Perusahaan .....................................................  39 
B. Klasifikasi Metode Fair Value Accounting Berdasarkan 
Kebijakan Akuntansi ...................................................................  54 
C. Perbandingan Penerapan Metode Fair Value Accounting ..........  71 
viii 
 
BAB V : PENUTUP  ......................................................................................  78-79 
A. Kesimpulan .................................................................................  78 
B. Keterbatasan Penelitian dan Saran ..............................................  79 
 








Tabel 4.1: Perbedaan Berdasarkan Aspek Ruang Lingkup .............................  72 
Tabel 4.2: Perbedaan Berdasarkan Aspek Pengukuran ............................... 73-74 







Gambar 2.1 : Ruang Lingkup Fair Value Accounting .......................................  17 
Gambar 2.2 : Basis Pengukuran Dalam Dimensi Aliran Aset dan Waktu ......  24 





Nama : Elvi Sulfianingsi 
NIM : 10800112046 
Judul : Analisis Perbandingan Penerapan International Financial Reporting 
Standard Pada Perbankan Syariah Di Makassar Ditinjau Berdasarkan 
Fair Value Accounting 
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu mengenai penerapan 
International Financial Reporting Standard (IFRS) yang diterapkan pada 
perbankan syariah khususnya untuk penggunaan metode penilaian fair value 
accounting. Sedangkan secara umum, standar akuntansi keuangan yang berbasis 
IFRS ditujukan bagi perusahaan konvensional. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengklasifikasikan perbandingan metode fair value accounting setelah 
penerapan IFRS pada perbankan syariah yang ada di Makassar. Fair value 
accounting merupakan metode pengukuran dan penilaian untuk aset dan liabilitas 
keuangan yang disyaratkan dalam PSAK 68 mengenai Nilai Wajar. 
Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif-deskriptif dengan 
menggunakan paradigma interpretative (interpretif). Adapun sumber data 
penelitian ini yaitu annual report. Metode pengumpulan data yang digunakan 
yaitu sekunder data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media 
perantara. Teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan dengan melalui dua 
tahapan, yaitu: analisis data selama pengumpulan data dan analisis data setelah 
pengumpulan data. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan penggunaan metode 
fair value accounting tergambaran melalui tiga aspek yang terdiri dari aspek 
ruang lingkup, aspek pengukuran, serta aspek pengungkapan. Keterbatasan 
penelitian meliputi objek penelitian dan sumber data penelitian. 
 
Kata Kunci: IFRS, Fair Value Accounting, Perbankan Syariah, Teori Akuntansi 





A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan globalisasi saat ini tidak hanya berfokus pada 
perkembangan ilmu teknologi saja, melainkan juga ilmu sosial di bidang ekonomi 
seperti akuntansi. Seiring dengan perkembangan tersebut, eksistensi akuntansi di 
tandai dengan adanya adopsi full International Financial Reporting Standard 
(IFRS) dan keikutsertaan negara dalam perdagangan bebas atau Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA). Namun, standar akuntansi keuangan tidak serta-merta 
hanya mengikuti arus perkembangan dunia ekonomi saja, melainkan kesesuaian 
dengan hukum dan kondisi suatu negara menjadi faktor pertimbangan yang paling 
utama. Faktor tersebut seperti politik, sosial dan ekonomi (Ilahiyah, 2012:2; 
Prasetya, 2012:117; Suwardjono, 2014:1). Oleh karena itu, standar akuntansi 
internasional harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada suatu 
negara seperti halnya di Indonesia. 
IFRS di Indonesia telah efektif diberlakukan sejak 1 Januari 2015 lalu, dan 
wajib diterapkan oleh seluruh entitas yang telah go publik, tanpa terkecuali entitas 
syariah maupun entitas anak. Namun pro-kontra standar akuntansi keuangan 
Syariah-IFRS masih tetap menjadi hal yang hangat untuk diperbincangkan 
dikalangan para akademisi. Sama seperti di Indonesia yang memiliki warga 
negara dominan muslim dan memiliki berbagai jenis entitas syariah seperti bank 
syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah dan lain 
sebagainya yang berlabel syariah. Selain itu, penerapan IFRS pada standar 
akuntansi keuangan syariah juga menimbulkan buah pikir diberbagai kalangan 




negara barat yang sarat dengan nilai-nilai kapitalisme (Triyuwono, 2006:345; 
Mariyam, 2014:1; Mulawarman, 2014:2) atau bebas nilai yang berbeda dengan 
syari’at Islam yang sarat dengan nilai khususnya nilai tauhid. 
Kapitalisme secara umum merupakan salah satu sistem ekonomi yang 
meliputi perdagangan, industri, dan alat-alat produksi yang dikendalikan oleh 
pemilik modal swasta dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dalam 
ekonomi pasar (duniawi). Dalam kajian akuntansi kapitalisme muncul beberapa 
persoalan seperti kepemihakan, konsep dasar, standar, dan metode akuntansi 
(Kariyoto, 2014:19). Selain itu, ekonomi kapitalisme juga bertujuan merendahkan 
manusia hanya untuk mengejar kemakmuran ekonomi (fisik) semata dan 
mengabaikan kekuatan Tuhan (Agoes & Ardana, 2009:72). Sedangkan dalam 
Islam, tujuan dari ekonomi yaitu mencari keuntungan dunia dan akhirat dengan 
berdasar pada syari’at Islam. 
Salah satu wujud kapitalisme dalam IFRS yaitu ujung dari kepentingan 
kooperasi adalah profit sebagai idoelogi neoliberalisme yang harus masuk 
kedalam regulasi (Mulawarman, 2014:2), sedangkan salah satu pilar utama dari 
entitas Islam khususnya lembaga keuangan syariah adalah konsep metafora 
amanah yang kemudian diturunkan menjadi metafora zakat (Triyuwono, 
2006:345) atau  konsep profit dan loss sharing (Malik et al., 2011:43) dengan 
tidak hanya berfokus pada keuntungan semata melainkan sesuai dengan apa yang 
diajarkan dalam Islam. Lain halnya dengan yang diungkapkan oleh Triyuwono 
dalam Workshop Nasional kurikulum akuntansi syariah di UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta pada tanggal 6 Mei 2015 lalu yang mengatakan bahwa pasar global 
tidak segan-segan melakukan pembunuhan terhadap perekonomian bangsa dan 




national corporate (MNC) dengan dalil pengabdian kepada tuhan mereka yaitu 
kesejahteraan materi (Triyuwono, 2015:4). Namun, apa yang akan terjadi jika 
Indonesia tidak menerapkan IFRS? Penerapan IFRS di Indonesia semata-mata 
bukan karena unsur keterpaksaan ataupun keinginan, melainkan karena suatu 
kebutuhan agar Indonesia dapat ikut terlibat dalam perdagangan bebas atau MEA 
dan tidak menjadi negara yang semakin terbelakang didunia perekonomian.  
Sejarah ilmu pengetahuan, termasuk ilmu ekonomi pada awalnya telah 
ditemukan dan dikembangkan pada masa kejayaan Islam dengan tujuan utama 
adalah falah (kebahagiaan dunia akhirat secara material-spiritual) dan dasar 
utamanya adalah tauhid yang bersumber dari hukum Al-Qur’an dan As-Sunnah 
yang mengajarkan tentang Satu Tuhan (Oneness of God) yaitu Allah SWT 
(Choudhury, 2005 dalam Himawati & Subono, 2009:2). Sedangkan, ilmu 
ekonomi yang dikembangkan oleh ilmuwan barat (west sciences) yaitu Adam 
Smith dengan paham Yahudi mengembangkannya melalui manipulasi ataupun 
rekayasa dengan orientasi utama kebahagiaan dunia dengan penuh materi 
sebagaimana kapitalisme (Himawati & Subono, 2009:2). 
Standar akuntansi untuk entitas syariah telah diatur oleh DSAS (Dewan 
Standar Akuntansi Syariah) yang tertuang dalam PSAK Syariah, dan untuk hal-
hal yang tidak diatur dalam PSAK syariah tersebut mengacu pada PSAK yang 
berlaku umum (PSAK berbasis IFRS untuk entitas yang go public) yang diatur 
oleh DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) selama standar tersebut tidak 
bertentangan dengan syariat Islam. Inilah yang melatarbelakangi penerapan PSAK 
berbasis IFRS di perbankan syariah. Akan tetapi, terdapat berbagai pendapat 
bahwa penggabungan prinsip dari dua standar akuntansi yang berbeda (Syariah 




diaplikasikan dengan interpretasi syariah (Mariyam, 2014:22). Hal tersebut secara 
universal telah menjadi alasan mengapa hingga kini PSAK Syariah-IFRS masih 
menjadi buah bibir. 
Salah satu ciri utama diadopsinya IFRS adalah penerapan metode nilai 
wajar akuntansi (fair value accounting) dalam hal pengukuran maupun penilaian. 
Hal tersebut tertuang dalam PSAK 68 mengenai pengukuran nilai wajar yang 
merupakan salah satu standar acuan yang umum diterapkan oleh entitas yang telah 
go public (baik entitas syariah maupun entitas anak yang induk perusahaannya 
telah go publik). Untuk entitas syariah mengacu pada PSAK syariah, sedangkan 
untuk hal-hal yang tidak diatur dalam PSAK syariah akan mengacu pada PSAK 
Umum atau berbasis IFRS. Penerapan fair value berkaitan dengan penilaian aset 
yang lebih banyak diterapkan pada perusahaan-perusahaan industrial (Nurasiah 
dan Nuryani,2014:2) khususnya perbankan. Dalam akuntansi syariah juga di kenal 
beberapa dasar pengukuran seperti: biaya historis (historical cost), biaya kini 
(current cost), nilai realisasi/penyelesaian (realizable/settlement value), serta nilai 
sekarang (present value). Akan tetapi, fair value tidak termasuk didalamnya. 
Secara garis besar, penerapan metode fair value accounting dianggap 
cocok bagi entitas-entitas yang telah go public, apalagi jika instrumen 
keuangannya diperdagangkan secara umum dipasar modal. Namun, beberapa 
studi literatur mengatakan bahwa penerapan metode fair value pada entitas 
syariah kurang tepat karena tidak semua instrumen keuangan yang ada pada 
perbankan syariah diperjual-belikan dipasar modal (Nurasiah dan Nuryani,2014:2) 
dan tidak semua aset memiliki nilai pasar seperti halnya sukuk dalam industri 
perbankan (Sukor at al,2008:68). Akan tetapi, pada kenyataanya saat ini metode 




pasar khususnya jika terjadi inflasi. Sedangkan dalam entitas syariah metode 
historical cost juga dianggap tidak relevan jika kepentingannya untuk zakat.  
Penggunaan metode fair value accounting pada entitas yang telah go 
public memang secara umum diterapkan yang diwujudkan dengan menetapkan 
standar acuan yang berdasar pada PSAK 68 mengenai Nilai Wajar sebagai dasar 
penilaian dan pengukuran serta pengungkapan. Akan tetapi, bagi perusahaan yang 
masih sebatas entitas anak hanya menginterpretasi standar baru tersebut. Artinya, 
fair value accounting digunakan pada entitas anak hanya jika metode tersebut 
dibutuhkan, berbeda ketika metode tersebut telah digunakan atau dilaksanakan.  
B. Rumusan Masalah 
Berkaitan dengan laporan keuangan perbankan syariah yang 
mengkombinasikan antara PSAK berbasis syariah dan PSAK berbasis IFRS 
dalam mengkomunikasikan laporan keuangannya (yang telah go publik  maupun 
entitas anak), dengan berfokus pada metode pengukuran fair value accounting 
yang menetapkan persyaratan yang berbeda-berda pada tiap perusahaan, maka 
rumusan masalah yang diangkat adalah: Bagaimana perbedaan klasifikasi 
penggunaan metode fair value accounting pada perbankan syariah di Makassar 
setelah diterapkan International Financial Reporting Standard? 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Fokus penelitian ini adalah Laporan Keuangan (Financial Reporting) dan 
Laporan Tahunan (Annual Reporting) dari bank syariah yang beroperasi di 
Indonesia. Adapun standar pelaporan keuangan yang digunakan perbankan 
syariah yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi 




Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013, serta berbagai informasi 
yang disajikan secara online terkait aktivitas keuangan bank syariah digunakan 
sebagai data-data pendukung penelitian ini. 
Penelitian ini dilakukan pada perbankan syariah di Makassar yang telah go 
public (maupun entitas anak) dan beroperasi di Indonesia dalam kurun waktu 
bulan Januari sampai Desember tahun 2015. Penelitian ini bermaksud untuk 
melakukan kajian secara mendalam, bukan untuk generalisasi. Adapun 
perusahaan yang dijadikan objek penelitian ini sebagai berikut: 
1. PT Bank Panin Syariah Tbk. 
2. PT Bank BNI Syariah. 
3. PT Bank Mandiri Syariah. 
Bank syariah diatas telah memenuhi klasifikasi sebagai perbankan syariah 
yang telah go publik atau anak perusahaan yang induk perusahaannya telah go 
publik dan menggunakan metode fair value accounting untuk menilai dan 
mengukur aset serta liabilitas keuangan yang dijadikan sebagai deskripsi fokus 
dalam penelitian ini. 
D. Kajian Pustaka 
Berdasarkan literatur yang ada, terdapat beberapa penelitian terdahulu 
terkait penerapan IFRS di perbankan syariah salah satunya yaitu seperti penelitian 
yang dilakukankan oleh Muhammad (2004:1) yang menemukan bahwa aspek-
aspek akuntansi konvensional tidak dapat diterapkan pada lembaga yang 
menggunakan prinsip-prinsip Islam, baik dari implikasi akuntansi maupun akibat 
ekonomi. Hal tersebut di sejalan dengan kesimpulan yang dikemukakan oleh 
Maryam (2014:22) dalam penelitiannya menemukan bahwa penggabungan prinsip 
dari dua standar akuntansi yang berbeda (Syariah dan IFRS) menjadi hal yang 




diaplikasikan dengan interpretasi syariah. Selain itu, penelitian yang juga 
dilakukan oleh Majid dan Haliding (2014:302) dalam jurnalnya yang berjudul the 
critical aspect on fair value accounting and its implication to islamic financial 
institutions menyimpulkan bahwa pengukuran fair value memiliki kekurangan 
apabila digunakan pada lembaga keuangan Islam. 
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Djaddang dan Suratno (2015:21) 
mengenai pengungkapan fair value berbasis pasar menemukan bahwa 
International Accounting Standards Board (IASB) telah menghadapi tekanan dari 
lembaga keuangan dan regulator untuk meninjau aturan pada fair value 
accounting dan merupakan faktor kontributif dari krisis keuangan global, 
mengingat bahwa Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) telah 
memeluk FVA. Selain itu, Sukor at al (2008:72) dalam penelitiannya yang 
berjudul issue in accounting standar menyimpulkan bahwa dalam hal 
pengukuran, obligasi syariah lebih cocok jika diukur berdasarkan metode 
historical cost dibandingkan dengan metode fair value. 
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengklasifikasikan perbedaan 
metode fair value accounting setelah penerapan International Financial Reporting 
Standard pada perbankan syariah.  
2. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain: 
a) Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana baru dalam 




keuangan tentang metode fair value accounting pada perbankan syariah yang 
dijadikan sebagai metode pengukuran dan penilaian. Berdasarkan teori penilaian 
dari Suwardjono menjelaskan bahwa tujuan dari penilaian instrumen keuangan 
harus berpaut dengan tujuan pelaporan keuangan dengan menggunakan basis 
penilaian yang sesuai. Kesesuaian tersebut menjadikan metode fair value 
accounting tidak diterapkan secara keseluruhan pada instrumen keuangan, namun 
hanya diterapkan pada instrumen keuangan yang disyaratkan. 
Teori akuntansi syariah menurut Triyuwono lebih menekankan pada nilai-
nilai tauhid yang tidak lepas dari konteks faith, knowledge, dan action untuk 
menciptakan praktik akuntansi syariah yang sarat dengan nilai (value laden). 
Wujud dari praktik akuntansi syariah yang bernilai tauhid yaitu pencatatan yang 
dilakukan dengan benar (adil dan jujur). Oleh karena itu, penggunaan metode fair 
value accounting sebagai metode panilaian dan pengukuran harus dilakukan 
secara benar (adil dan jujur) agar nilai-nilai tauhid yang selalu diungkapkan oleh 
perbankan syariah tidak hanya sekedar teori melainkan dibarening dengan praktik. 
b) Manfaat Praktis 
Secara praktis, fair value accounting menjadi metode penilaian dan 
pengukuran yang wajar karna berdasar pada nilai pasar yang berlaku pada periode 
tanggal pengukuran. Akan tetapi, metode pengukuran fair value tidak dapat 
dijadikan sebagai metode penilaian dan pengukuran yang tunggal dikarenakan 
masih terdapat beberapa instrumen keuangan dan non keuangan yang tidak berada 
dipasar aktif sehingga membutuhkan bantuan jasa penilai (appraisal) atau teknik 
penilaian lain yang lebih sesuai. 
Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi bagi 




IFRS sangat luas tidak hanya terbatas pada metode pengukuran fair value. Akan 
tetapi, penerapan IFRS juga mencakup kajian mengenai sarana dalam 
pengambilan keputusan, atau PSAK-PSAK terbaru atau revisi terbaru yang 
diadopsi dari IFRS. 
c) Manfaat Regulasi 
Secara regulasi, fair value accounting di atur dalam PSAK 68 mengenai 
Nilai Wajar yang mencakup ruang lingkup, teknik pengukuran/penilaian, serta 
pengungkapan. Akan tetapi, metode fair value accounting masih difokuskan pada 
entintas konvensional. Akan lebih baik jika revisi selanjutnya PSAK 68 
menginterpretasi nilai-nilai tauhid kedalam ruang lingkup, teknik 
pengukuran/penilaian serta pengungkapannya sehingga penggunaan metode fair 
value accounting tidak hanya tepat diterapkan pada entitas konvensional, 





A. International Financial Reporting Standard 
International Financial Reporting Standard (IFRS) termasuk standar 
akuntansi yang berlaku secara global dan digunakan dalam perekonomian 
internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board 
(IASB). Penerapan IFRS di Indonesia dilatarbelakangi oleh pertemuan negara-
negara anggota Group of 20 (G20) pada tanggal 15 November 2008 di 
Washingtong DC yang mendeklarasikan prinsip-prinsip reformasi pasar modal 
yang salah satunya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pasar modal 
(Cahyadi dkk., 2015:1). IFRS merupakan standar tunggal pelaporan akuntansi 
yang memberikan penekanan pada penilaian (revaluation) profesional dengan 
disclosures yang jelas dan transparan mengenai substansi ekonomis transaksi, 
penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu (Nundini & Lastanti, 2014:21; 
Nurhayati & Maryono, 2014:9). Standar ini muncul akibat tuntutan globalisasi 
yang mengharuskan para pelaku bisnis disatu negara ikut serta dalam bisnis lintas 
negara atau perdagangan bebas. 
Salah satu tujuan diadopsinya IFRS kedalam standar akuntansi domestik 
atau PSAK adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang memiliki tingkat 
kreadibilitas yang tinggi (Gamayuni, 2009:2), meningkatkan transparansi 
perusahaan dan kualitas pelaporan keuangan sehingga menguntungkan investor 
(Cahyonowati dan Ratmono, 2012:105-106). Mengadopsi IFRS berarti 
menggunakan bahasa pelaporan keuangan global, yang akan membuat laporan 
keuangan perusahaan bisa dimengerti oleh pasar dunia (global market) (Nurhayati 
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dan Maryono, 2014:9). Oleh karena itu, standar akuntansi keuangan berbasis 
IFRS wajib diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang telah go publik, tanpa 
terkecuali dientitas syariah. 
Konvergensi PSAK ke IFRS memiliki manfaat sebagai berikut: 
1) Meningkatkan kualitas standar akuntansi keuangan (SAK); 
Laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu perusahan harus 
memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan 
keuangan tersebut (Pura, 2013:11). Menurut Suwardjono (2014:168) Sesuai 
dengan itu, ada beberapa standar kualitas laporan  keuangan yang harus dipenuhi, 
yaitu: 
a) Dapat dipahami (understandibility), adalah kemampuan informasi untuk 
dapat dicerna maknanya oleh pemakai. Artinya, laporan keuangan yang 
disajikan harus dapat dipahami dengan mudah. Terdapat dua faktor yang 
mempengaruhi informasi keuangan yang dapat dipahami yaitu pemakai dan 
informasi itu sendiri. 
b) Keberpautan (relevance), adalah kemampuan informasi untuk membantu 
pemakai dalam membedakan beberapa alternatif keputusan sehingga 
pemakai dapat dengan mudah menentukan pilihan. Maksudnya, informasi 
laporan keuangan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan pemakai 
dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa sekarang, serta masa yang 
akan datang. 
c) Nilai Prediktif (predictive value), adalah kemampuan informasi untuk 
membantu pemakai dalam meningkatkan probabilitas bahwa harapan-
harapan pemakai akan munculan atau hasil (outcomes) suatu kejadian masa 
lalu atau masa depan akan terjadi. Nilai prediksi juga dapat diartikan sebagai 
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jenis dan sifat informasi yang menjadi masukan dalam proses prediktif. 
Atau dengan kata lain, nilai prediksi adalah kemampuan informasi dalam 
memperbaiki kemampuan atau kapasitas pembuat keputusan untuk 
melakukan prediksi. Dalam hal ini informasi akuntansi mempunyai nilai 
prediksi karena dapat menjadi masukan bagi pengambilan keputusan. 
d) Nilai balikan (feedback value), sebagai unsur keberpautan, nilai balikan 
adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam 
mengkonfirmasi dan menkoreksi harapan-harapan pemakai dimasa lalu. 
Jadi, nilai balikan adalah kemampuan informasi untuk dijadikan basis 
pengevaluasi apakah keputusan-keputusan masa lalu telah tepat dengan 
adanya informasi tersebut. 
e) Tepat waktu (timeliness), sebagai aspek pendukung keberpautan, tepat 
waktu adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat 
dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk 
mempengaruhi keputusan. Artinya, laporan keuangan harus dapat disajikan 
sedini mungkin, agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan 
perusahaan sesuai dengan waktu dibutuhkannya informasi tersebut. Secara 
spesifik, tepat waktu tidak membuat informasi berpaut tetapi kurangnya 
ketepatanwaktuan dapat menyita keberpautan yang melekat pada informasi. 
f) Keterandalan (reliability), adalah kemampuan informasi untuk memberi 
keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi akan 
berkurang nilainya jika orang yang menggunakan informasi meragukan 
kebenaran atau validitas informasi tersebut. Informasi akan mempunyai nilai 
yang tinggi jika pemakai mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap 
kebenaran informasi. Keterandalan sangat erat kaitannya dengan sumber 
informasi dan cara merepresentasi, mendeskripsi, atau menyimbolkannya. 
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Oleh karena itu, keterandalan bertumpu pada ketepatan penyimbolan 
fenomena yang memang dimaksudkan untuk disimbolkan dan jaminan bagi 
pemakai akan kualitas penyimbolan melalui pengujian atau verifikasi data. 
g) Ketepatan penyimbolan (representation faithfulness), adalah kesesuaian 
atau kecocokan antara pengukur atau deskripsi (representasi) dan fenomena 
yang diukur atau dideskripsi. Dalam akuntansi, fenomena yang akan 
direpresentasi adalah kondisi fisis, kondisi keuangan, dan kegiatan 
ekonomik badan usaha berupa sumber ekonomik, kewajiban keuangan, dan 
transaksi atau kejadian yang mengubah sumber ekonomik dan kewajiban 
tersebut. 
h) Keterujian (verifiability), sebagai unsur keterandalan, keterujian adalah 
kemampuan informasi untuk memberi keyakinan yang tinggi kepada para 
pemakai karena terjadinya sarana bagi para pemakai untuk menguji secara 
independen ketepatan penyimbolan (kebenaran/validitas informasi). 
i) Netral (neutrality), adalah ketidak berpihakan kepada group tertentu dalam 
perlakuan akauntansi. Informasi keuangan harus ditunjukan kepada tujuan 
pengguna, bukan ditujukan kepada pihak tertentu saja. Laporan keuangan 
tidak boleh berpihak pada salah satu pengguna laporan keuangan tersebut. 
j) Dapat dibandingkan (comparability), kemampuan informasi untuk 
membantu para pemakai mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara 
dua perangkat fenomena ekonomik. Penyajian laporan keuangan dapat 
dibandingkan antar periode, sehingga dapat mengidentifikasi kecenderungan 
posisi dan kinerja keuangan. 
k) Materialitas (materiality), adalah besar-kecilnya suatu kehilangan atau salah 
saji informasi akuntansi yang menjadikan besar kemungkinan bahwa 
pertimbangan suatu bijaksana yang mengandalkan diri pada informasi 
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tersebut berubah atau terpengaruh oleh kehilangan/pengabaian atau salah 
saji tersebut. 
l) Lengkap (complete), informasi keuangan harus menyajikan semua fakta 
keuangan yang penting, sekaligus menyajikan fakta-fakta tersebut 
sedemikian rupa sehingga tidak akan menyesatkan pembacanya. 
2) Mengurangi biaya SAK; 
Dengan adanya konvergensi IFRS ini menguntungkan bagi perusahaan 
yang bergerak secara internasional karena mengurangi biaya pelaporan keuangan 
bagi perusahaan multinasional dan biaya untuk analisis keuangan bagi para analis. 
Selain itu, juga mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan. 
3) Meningkatkan komparabilitas pelaporan keuangan;  
Yaitu dimungkinkannya perbandingan antar perusahaan yang berdomisili 
pada dua tempat yang berbeda (contoh: membandingkan perusahaan yang 
beroperasi di Indonesia dan yang beroperasi di Australia). Hal ini dimungkinkan 
karena kesamaan aturan dan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh 
perusahaan-perusahaan sehingga memudahkan dilakukan perbandingan informasi-
informasi keuangan diantara perusahaan-perusahaan yang bersangkutan. 
4) Meningkatkan transparansi keuangan; 
Transparansi merupakan kejelasan laporan keuangan. Artinya, laporan  
keuangan yang disajikan bersifat jelas, nyata, transparan dan apa adanya. Dengan 
adanya transparansi laporan keuangan maka arus investasi global akan meningkat 
serta membuka peluang fund risisng melalui pasar modal secara global. Dengan 
semakin banyaknya informasi keuangan yang diungkapkan dalam laporan 
keuangan dan adanya komparabilitas antara laporan keuangan perusahan satu 
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dengan perusahaan lainnya dapat menyebabkan turunnya biaya modal yang 
dikeluarkan oleh perusahaan/investor. 
5) Meningkatkan arus investasi global 
Manfaat lain dari penerapan IFRS di Indonesia yaitu menarik investasi 
global yang semakin besar, mengingat transparansi dan akuntabilitas informasi 
keuangan semakin baik karena setaraf dengan pelaporan keuangan internasional 
(Febrianti dkk., 2014:131).  
B. Fair Value Accounting 
Secara luas, nilai wajar (fair value) berarti nilai pasar. Terminologi fair 
value dipakai (dan bukunya “nilai pasar”-market value) karena apabila pasar aset 
dan kewajiban yang bersangkutan, dalam rangka memperoleh harga pasarnya, 
tidak ditemukan, kita tetap dapat mengestimasi fair value-nya dengan mengambil 
rujukan pasar turunan (secondary market) atau menggunakan teknik penilaian 
(Subramanyam & Wild, 2010:120). Menurut Suwardjono (2014:199) fair value 
adalah jumlah rupiah yang disepakati untuk suatu objek dalam suatu transaksi 
antara pihak-pihak yang berkehendak bebas tanpa tekanan atau keterpaksaan. Fair 
value sering diukur, ditandingkan, atau disamakan dengan harga pasar (market 
price) objek pada saat pengukuran. 
Fair value accounting diatur dalam PSAK 68 mengenai Nilai Wajar. 
Dalam PSAK 68 mendefinisikan fair value sebagai “harga yang akan diterima 
untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu 
liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran” 
(IAI, 2014:68.4). Selain itu, SFAS 157 juga mendefinisikan fair value sebagai 
harga pertukaran, yaitu harga yang mungkin diterima dari penjual aset (atau 
pembayaran untuk mentransfer kewajiban) dalam transaksi yang berurutan antara 
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pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Fair value adalah pengukuran berbasis 
pasar, bukan pengukuran spesifik atas suatu entitas (IAI, 2014:68.3). Definisi nilai 
wajar fokus pada aset dan liabilitas karena keduanya merupakan subjek utama 
pengukuran akuntansi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa fair value 
merupakan harga atau nilai yang disepakati secara umum terhadap suatu objek 
pada waktu tertentu. 
1. Ruang Lingkup Fair Value Accounting 
Ruang lingkup fair value diterapkan jika disyaratkan atau diizinkan 
pengukuran atau pengungkapan mengenai fair value seperti: PSAK 13 Properti 
Investasi, PSAK 16 Aset Tetap, PSAK 19 Aset Tak Berwujud., PSAK 48 Aset 
Tidak Lancar Dimiliki Untuk Dijual, PSAK 58 Penurunan Nilai Aset, PSAK 55, 
56, 60 Instrumen Keuangan, serta IAS 41 Aset Biologis. Ruang lingkup fair value 
dapat dilihat pada Gambar 2.1. 
Penggukuran dan pengungkapan fair value dalam PSAK 68 tidak berlaku 
untuk hal-hal sebagai berikut: 
a) Transaksi pembayaran berbasis saham dalam ruang lingkup PSAK 53: 
pembayaran berbasis saham; 
b) Transaksi sewa dalam ruang lingkup PSAK 30: Sewa; 
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Gambar. 2.1: Ruang Lingkup Fair Value 
c) Pengukuran yang memiliki beberapa keserupaan fair value tetapi 
bukan merupakan fair value, seperti nilai realisasi neto (net realisable 
value) dalam PSAK 14: persediaan atau nilai pakai (value in use) 
dalam PSAK 48: penurunan nilai aset. 
Selain itu, menurut PSAK 68 mengenai pengungkapan fair value tidak 
berlaku untuk hal-hal sebagai berikut: 
a) Aset program yang diukur pada nilai wajar sesuai dengan PSAK 24: 
imbalan kerja; 
b) Investasi program manfaat purna karya yang diukur pada nilai wajar 
sesuai dengan PSAK 18: akuntansi dan pelaporan program manfaat 
purnakarya; dan 
c) Aset yang jumlah terpulihkannya adalah nilai wajar setelah dikurangi 




2. Pengukuran Fair Value Accounting 
Tujuan pengukuran fair value adalah untuk mengestimasi harga dimana 
suatu transaksi teratur (orderly transaction) untuk menjual aset atau mengalihkan 
liabilitas akan terjadi antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran dalam kondisi 
pasar saat ini. Pengukuran fair value mensyaratkan entitas untuk menentukan 
seluruh hal sebagai berikut: 
a) Aset atau liabilitas tertentu yang menjadi subjek pengukuran (konsisten 
dengan unit ukurnya) 
b) Untuk aset nonkeuangan, premis penilaian (valuation premise) yang 
sesuai untuk pengukuran (konsisten dengan pengguna tertinggi dan 
terbaiknya (highest and best use)) 
c) Pasar utama (atau pasar yang paling menguntungkan) untuk aset atau 
liabilitas. 
d) Teknik penilaian yang sesuai untuk pengukuran, mempertimbangkan 
ketersediaan data yang dapat digunakan untuk mengembangkan input 
yang merepresentasikan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar 
ketika menentukan harga aset atau liabilitas dan level hierarki nilai 
wajar dimana input tersebut dikategorikan. 
Pendekatan pengukuran fair value untuk instrumen keuangan dan non 
keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a) Aset dan Liabilitas, ketika mengukur nilai wajar, entitas 
memperhitungkan karakteristik aset dan liabilitas jika pelaku pasar 
akan memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga 




 Kondisi dan lokasi aset 
 Pembatasan, jika ada, atas penjualan atau penggunaan aset. 
b) Transaksi, pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa aset atau 
liabilitas dipertukarkan dalam suatu transaksi teratur antara pelaku 
pasar untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas pada tanggal 
pengukuran berdasarkan kondisi pasar saat ini. Pengukuran nilai wajar 
mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan 
liabilitas terjadi: 
 Dipasar utama (principal market) untuk aset atau liabilitas 
tersebut 
 Jika tidak terdapat pasar utama, dipasar yang paling 
menguntungkan (most advantegous market) untuk aset atau 
liabilitas tersebut. 
c) Pelaku pasar, entitas mengukur nilai wajar suatu aset atau liabilitas 
menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika 
menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa 
pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomik terbaiknya. 
d) Harga, nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual 
suatu aset liabilitas dalam transaksi teratur dipasar utama (atau pasar 
yang paling menguntungkan) pada tanggal pengukuran berdasarkan 
kondisi pasar saat ini (yaitu harga keluaran) terlepas apakah harga 
tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi 
menggunakan teknik penilaian lain. 
e) Teknik penilaian, entitas menggunakan teknik penilaian yang sesuai 
dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk 
mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat 
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diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang 
tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang digunakan untuk 
mengukur nilai wajar diterapkan secara konsisten. Menurut PSAK 68, 
terdapat tiga pendekatan dasar dari penilaian fair value, yaitu sebagai 
berikut: 
1) Pendekatan pasar (market approach) menggunakan harga dan 
informasi relevan lain yang dihasilkan oleh transaksi pasar yang 
melibatkan aset, liabilitas atau kelompok aset dan liabilitas yang 
identik atau sebanding (yaitu serupa), seperti bisnis. Teknik 
penilaian yang konsisten dengan pendekatan pasar termasuk 
penentuan harga matriks. Harga matriks merupakan teknik 
matematika yang digunakan untuk menilai beberapa jenis 
instrumen keuangan, seperti surat utang, tanpa bergantung secara 
ekslusif pada harga kuotasian untuk sekuritas spesifik, tetapi lebih 
bergantung pada hubungan sekuritas dengan tolak ukur sekuritas 
kuotasian lain. 
2) Pendekatan biaya (cost approach) mencerminkan jumlah yang 
akan dibutuhkan saat ini untuk menggantikan kapasitas manfaat 
(service capacity) aset (sering disebut sebagai biaya pengganti saat 
ini). Dari perspektif pelaku pasar yang bertindak sebagai penjual, 
harga yang akan diterima untuk aset tersebut didasarkan pada biaya 
bagi pelaku pasar yang bertindak sebagai pembeli untuk 
memperoleh atau membangun aset pengganti dengan manfaat yang 
sebanding, disesuaikan dengan keusangan. Dalam banyak kasus 
metode biaya pengganti saat ini digunakan untuk mengukur nilai 
21 
 
wajat aset berwujud yang digunakan dalam kombinasi dengan aset 
lain atau dengan aset dan liabilitas lain.  
3) Pendekatan penghasilan (income approach) mengkonversi jumlah 
masa depan (contohnya arus kas atau penghasilan dan beban) ke 
suatu jumlah tunggal saat ini (yaitu didiskontokan). Ketika 
pendekatan penghasilan digunakan, pengukuran nilai wajar 
mencerminkan harapan pasar saat ini mengenai jumlah masa depan 
tersebut. Teknik penilaian ini mencakup, hal sebagai berikut: 
 Teknik nilai kini, 
 Model penentu harga opsi, seperti formula Black-Scholes-
Merton atau model binomial (yaitu model lattice), yang 
memasukkan teknik nilai kini dan mencerminkan baik nilai 
waktu dan nilai intristik opsi, 
 Metode multi-period excess earnings, yang digunakan 
untuk mengukur nilai wajar beberapa aset tak berwujud. 
3. Pengungkapan Fair Value Accounting 
Secara teknis, pengungkpan merupakan langkah akhir dalam proses 
akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statement 
keuangan (Suwardjono, 2014:578). Entitas mengungkapkan informasi yang 
membantu pengguna laporan keuangannya untuk menilai kedua hal sebagai 
berikut: 
a) Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada fair value secara berulang 
(recurring) atau tidak berulang (non-recurring) dalam laporan posisi 
keuangan setelah pengakuan awal, teknik penilaian dan input yang 
digunakan untuk mengembangkan pengukuran tersebut. 
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b) Untuk pengukuran fair value yang berulang yang menggunakan input 
yang tidak dapat diobservasi yang signifikan, dampak dari pengukuran 
terhadap laba rugi atau penghasilan komprehensip lain untuk periode 
tertentu. 
Untuk memenuhi tujuan pengungkapan, entitas mempertimbangkan 
seluruh hal sebagai berikut: 
a. Level detil yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan 
pengungkapan; 
b. Berapa banyak penekanan yang ditetapkan pada setiap persyaratan; 
c. Berapa banyak penggabungan atau pemisahan yang perlu dilaksanakan; 
dan apakah pengguna laporan keuangan membutuhkan informasi 
tambahan untuk mengevaluasi informasi kuantitatif yang diungkapkan. 
Salah satu PSAK berbasis IFRS yang tidak sesuai dengan PSAK syariah 
yaitu PSAK 68 mengenai pengukuran nilai wajar. Karna menurut Mulawarman 
(2014:10) konsep fair value merupakan magic words bagi neoliberalisme untuk 
melakukan eksploitasi bagi masyarakat. Secara umum, fair value adalah konsep 
yang digunakan dalam ekonomi dan keuangan serta akuntansi yang merupakan 
estimasi rasional dan tidak bias atas harga pasar potensial dari barang, jasa, atau 
aset dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kelangkaan (scarcity), 
karakteristik risiko, replacement cost, serta biaya produksi dan distribusi, 
termasuk cost of capital (Sirajudin dan Farida, 2012:4). Keunggulan penerapan 
konsep nilai wajar yaitu bahwa laporan keuangan menjadi lebih relevan untuk 
dasar pengambilan keputusan karena mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya 
(Cahyono, 2011:1895). Dalam akuntansi syariah juga hanya dikenal tiga jenis 
pengukuran, yaitu: biaya historis (historical cost), biaya kini (current cost), dan 
nilai realisasi/penyelesaian (realizable/settlement value) (Nurhayati, 2013:104). 
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Oleh karena itu, nilai wajar dianggap tidak tepat diterapkan dalam akuntansi 
syariah. Selain itu, fokus dari informasi laporan keuangan berbasis IFRS juga 
hanya kepada shareholders. Sedangkan dalam akuntansi Islam, laporan keuangan 
tidak hanya ditujukan pada shareholders saja, tapi juga kepada stakeholder 
utamanya kepada Allah SWT. 
C. Teori Penilaian 
Secara garis besar, teori penilaian yang digunakan mengacu pada penilaian 
yang dipaparkan oleh Suwardjono dalam bukunya yang berjudul teori akuntansi. 
Menurut Suwardjono (2014:274) penilaian adalah proses penentu jumlah rupiah 
suatu objek untuk menentukan makna ekonominya dimasa lalu, sekarang atau 
mendatang. Penilaian biasanya digunakan untuk menunjuk proses penentuan 
jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada tiap elemen atau pos statemen keuangan 
pada saat penyajian. Dalam penilaian suatu pos untuk tujuan penyajian, akuntansi 
dapat menggunakan berbagai dasar penilaian (bases for valuation) bergantung 
pada makna yang ingin direpresentasi melalui pos statement keuangan. 
Secara umum, dalam akuntansi terdapat dua jenis penilaian, yaitu 
penilaian aset dan penilaian liabilitas. Penilaian aset dimaksudkan untuk 
menentukan berapa jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada tiap pos aset dan 
apa dasar penilaiannya. Menurut Suwardjono (2014:275) tujuan penilaian aset 
yaitu merepresentasi atribut pos-pos aset yang berpaut dengan tujuan pelaporan 
keuangan dengan menggunakan basis penilaian yang sesuai. Dalam penilaian aset 














Gambar 2.2: Basis pengukuran dalam dimensi aliran aset dan waktu 
Penilaian liabilitas atau kewajiaban pada saat tertentu adalah penentuan 
jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya pada saat tersebut kewajiban 
harus dilunasi. Dengan kata lain, penilaian adalah penentian nilai sekarang 
kewajiban. Dasar atau atribut penilaian liabilitas atau kewajiban terdiri atas: harga 
pasar sekarang (curren market value), nilai pelunasan neto (net settlement value), 
dan nilai diskunan aliran kas masa datang (discounted vale of future cash flows). 
D. Teori Akuntansi Syariah 
Dalam kajian perspektif, akuntansi syariah lahir sebagai paradigma baru 
sangat terkait dengan kondisi objektif yang melingkupi umat Islam secara khusus 
dan masyarakat dunia secara umum. Kondisi tersebut meliputi: norma agama, 
kontribusi umat Islam pada masa lalu, sistem ekonomi kapitalis yang berlaku saat 
ini, dan perkembangan pemikiran (Triyuwono, 2006:19). Menurut ajaran normatif 
agama, sejak awal keberadaan Islam telah memberikan persuasi normatif bagi 
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para pemeluknya untuk melakukan pencatatan atas segala transaksi dengan 
benar/adil sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam Alquran surat Al-
Baqarah:2/282 sebagai berikut: 
                                      
                                    
                                     
                          ...     
Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah  
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan 
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi 
sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang 
yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri 
tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya 
mengimlakkan dengan jujur.... (Q.S. Al-Baqarah:2/282) 
Ayat tersebut bisa dijadikan sebagai acuan untuk merefleksikan potensi 
nilai-nilai keadilan yang dimilikinya dalam bentuk tindakan yang nyata. Kata 
“dengan adil” atau “keadilan” (menurut kementrian agama diartikan sebagai 
“dengan benar’) dalam pengertian “keadilan ilahi”, dalam ayat diatas, pada 
dasarnya mengandung tiga nilai dasar, yaitu tauhid dan Islam dalam arti 
penyerahan  dan ketundukan kepada Allah, dan keadilan dalam arti keyakinan 
bahwa segala perbuatan manusia kelak akan dinilai oleh Allah (Triyuwono, 
2006:113). 
Ayat inilah yang sebetulnya memberikan dorongan kuat para muslim 
untuk menggunakan akuntansi dalam setiap bisnis dan transaksi yang 
dilakukannnya. Ayat tersebut tidak hanya sekedar norma, tetapi juga merupakan 
praktik yang bisa “membumi” dalam bentuk perilaku kehidupan manusia. Umat 
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manusia menangkap ayat-ayat Alquran tidak berhenti pada tingkat normatif, tetapi 
diterjemahkan pada tatanan praktik sehingga menjadi nyata dalam dunia empiris 
(Triyuwono, 2006:20). Ayat-ayat tersebutlah yang dijadikan sebagai pedoman dan 
sumber hukum dalam akuntansi syariah. 
Menurut Triyuwono (2006:30) akuntansi syariah memiliki tujuan normatif 
yang ideal, yaitu menciptakan realitas tauhid. Realitas ini adalah realitas sosial 
yang mengandung jaringan kuasa ilahi yang mengikat dan memilin kehidupan 
manusia dalam ketundukan kepada tuhan. Untuk sampai tujuan ini diperlukan 
instrumen untuk membangun dan membentuk akuntansi syariah, yaitu dengan 
cara menggunakan epistemologi dan metodologi syariah. Di Indonesia dan dunia 
Internasional akuntansi syariah hanya di praktikkan di lembaga keuangan syariah 
yaitu bank syariah. 
Triyuwono (2006:319) juga menjelaskan bahwa pembahasan mengenai 
teori akuntansi syariah tidak lepas dari konteks faith, knowledge, dan action. 
Artinya, teori akuntansi syariah (dalam hal ini adalah knowledge) digunakan untuk 
memandu praktiak akuntansi syariah (action). Kedua hal tesebut tidak dapat 
dipisahkan agar dapat menjadi bingkai keimanan atau tauhid (faith). Secara 
filosofis, teori akuntansi syariah memiliki prinsip-prinsip yang terdiri dari: 
1) Humanis, memberikan suatu pengertian bahwa teori akuntansi syariah 
bersifat manusiawi, sesuai dengan fitrah manusia, dan dapat 
dipraktikkan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh manusia 
sebagai makhluk yang selalu berinteraksi dengan orang lain (dan alam) 
secara dinamis dalam kehidupan sehari-hari. 
2) Emansipatoris, mempunyai pengertian bahwa teori akuntansi syariah 
mampu melakukan perubahan-perubahan yang signifikan terhadap 
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teori dan praktik akuntansi modern yang eksis saat ini. Perubahan-
perubahan yang dimaksud disini adalah perubahan yang membebaskan 
(emansipasi). 
3) Transendental, mempunyai makna bahwa teori akuntansi syariah 
melintas batas disiplin ilmu akuntansi itu sendiri. Bahkan melintas 
batas dunia materi (ekonomi). Dengan kata lain, akuntansi tidak hanya 
sebagai bentuk akuntabilitas manajemen terhadap pemilik perusahaan 
(stockholders), tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada stakeholders 
dan Tuhan. 
4) Teologikal, memberikan suatu dasar pemikiran bahwa akuntansi tidak 
sekedar memberikan informasi untuk pengambilan keputusan 
ekonomi, tetapi juga memiliki tujuan transendental sebagai wujud 
pertanggungjawaban manusia kepada tuhannya, kepada sesama 
manusia, dan kepada alam semesta. 
Selain prinsip, akuntansi syariah juga memiliki konsep dasar yang terdiri 
dari: instrumental, socio-economi, critical, justice, all-inclusive, rational-intuitive, 
ethical, dan holistic welfare. Dari beberapa prinsip dan konsep dasar tersebut, 
maka lahirlah praktik akuntansi syariah yang bernilai tauhid. Wujud dari praktik 
akuntansi syariah yang bernilai tauhid yaitu praktik pencatatan yang harus 
dilakukan dengan benar (adil dan jujur). 
Dalam teori akuntansi syariah juga dijelaskan mengenai suatu penilaian 
terhadap metode dan pengukuran akunatnsi, serta klasifikasi aktiva. Akuntansi 
syariah didasarkan akan kepentingannya mengenai zakat. Dalam hal ini, 
pengukuran yang menggunakan historical cost accounting (biaya historis) sama 
sekali sudah tidak relevan untuk digunakan. Metode pengukuran yang tepat 
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digunakan yaitu current cost accounting, atau net realizable value, atau 
continuously contempory accounting. Sedangkan untuk penilaian persediaan 
menggunakan metode cost or market whichever is lower sudah tidak relevan lagi 
dalam akuntansi syariah (Triyuwono, 2006:201). Dalam hal ini, terdapat juga 
pandangan yang menyatakan bahwa current values (cost) accounting adalah alat 
ukur yang lebih tepat digunakan dalam pandangan syariah (Baydoun dan Willet, 
1994 dalam Triyuwono, 2006:202). 
E. Rerangka Konseptual 
Perbankan syariah yang telah go public maupun anak perusahaan yang 
induk perusahaannya telah go publik menyajikan laporan keuangannya dengan 
menggunakan dua standar akuntansi yaitu berbasis syariah dan berbasis IFRS 
dengan menggunakan metode fair value accounting sebagai dasar penilaian dan 
pengukuran. Hal tersebut tergambar dalam rerangka konseptual berikut ini:  
Gambar. 2.3: Rerangka Konseptual 
Standar akuntansi berbasis IFRS telah mewajibkan penggunaan fair value 
accounting sebagai metode penilaian dan pengukuran untuk hal-hal yang telah 
disyaratkan dalam PSAK 68 mengenai pengukuran Nilai Wajar. Akan tetapi, tidak 
semua entitas memiliki kesamaan dalam penggunaan metode tersebut. Seperti 
Perbankan Syariah  
Fair Value Accounting 
 
Pengukuran Ruang Lingkup Pengungkapan 
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halnya pada anak perusahaan yang masih sebatas menginterpretasi standar 
tersebut. Terkait berdasarkan ruang lingkup, pengukuran/teknik penilaian, serta 
pengungkapan yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi perusahaan sebagai 







A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 
kualitatif-deskriktif. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-
prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam 
kehidupan sosial (Rudito & Famiola, 2008:78). Salah satu tujuan penelitian yaitu 
untuk menggambarkan dengan lebih teliti ciri-ciri individu, situasi, atau kelompok 
(Soehartono, 2011:33). Dalam penelitian kalitatif yang menjadi sasaran 
kajian/penelitian adalah kehidupan sosial masyarakat sebagai satu kesatuan, atau 
sebuah kesatuan yang menyeluruh (Rudito & Famiola, 2008:79). Sedangkan 
pendekatan deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-
gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai 
sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Zuriah, 2009:47). Penelitian deskriptif 
bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara 
dua gejala atau lebih (Soehartono, 2011:35).  
Penelitian deskriptif menurut Soehartono (2011:35) meliputi: penelitian 
yang menggambarkan karakteristik suatu masyarakat atau suatu kelompok 
tertentu, peggunaan fasilitas masyarakat, memperkirakan proposisi yang 
mempunyai pendapat, sikap dan tingkah laku tertentu, berusaha melakukan suatu 
ramalan, serta mencari suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian 
ini termasuk dalam kategori yang pertama yaitu untuk menggambarkan 





Menurut Zuriah (2009:47) terdapat beberapa jenis penelitian deskriptif, 
seperti: penelitian survei, penelitian kasus, penelitian perkembangan, penelitian 
tindak lanjut, penelitian analisis dokumen, studi waktu dan gerak, serta studi 
kecenderungan. Penelitian ini menggunakan metode analisis dokumen atau 
analisis isi yang merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis terhadap 
catatan-catatan atau dokumen sebagai sumber data. Karakteristik dari penelitian 
dokumen terdiri dari: 
a) Penelitian dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam 
bentuk rekaman, gambar, dan sebagainya 
b) Subjek penelitiannya adalah sesuatu barang, buku, arsip, majalah, dan 
lainnya 
c) Dokumen sebagai sumber data pokok dalam penelitian yang dilakukan. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini berlokasi di Makassar. Adapun bank Syariah yang menjadi 
objek penelitian ini terdiri dari Bank Panin Syariah yang beralamat di jalan Dr. 
Ratulangi, Bank BNI Syariah yang beralamat di jalan Andi Pangeran Pettarani  
dan Bank Mandiri Syariah beralamat di jalan Dr. Ratulangi. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Sedangkan 
paradigma yang digunakan yaitu paradigma interpretatif atau interpretif 
(interpretive paradigm). Paradigma interpretatif berangkat dari asumsi dasar 
bahwa kenyataan itu subjektif, yakni terdiri dari makna yang kita berikan kepada 
diri sendiri, orang lain dan segala sesuatu yang terdapat dalam lingkungan sekitar 





lebih menekankan pada makna atau interpretasi seseorang terhadap sebuah simbol 
(dalam hal ini adalah akuntansi). 
Tugas teori dalam paradigma ini adalah memaknai (to interpret atau to 
understand), bukan untuk menjelaskan (to explain) dan untuk meramalkan (to 
predict). Begitupun kualitas dari teori yang digunakan dalam paradigma ini diukur 
dari kemampuannya untuk memaknai, bukan kemampuannya untuk menjelaskan 
ataupun meramalkan. Paradigma ini lebih cenderung untuk mengungkapkan 
temuan-temuan yang sifatnya lokal. Oleh karena itu, teori yang digunakan dalam 
paradigma ini harus sarat dengan nilai (nilai tauhid dalam akuntansi syariah) serta 
teori penilaian yang dijadikan patokan dalam menilai instrumen keuangan. 
Dalam penelitian ini, penggunaan paradigma interpretatif atau interpretif 
disandingkan dengan teori akuntansi syariah yang sarat dengan nilai (value-
laden). Nilai yang dimaksud dalam teori akuntansi syariah yaitu nilai tauhid yang 
tidak lepas dari triologi faith, kwonledge, dan action. Yang kemudian melahirkan 
prinsip akuntansi syariah secara filosofis yang terdiri dari humanis, emansipatoris, 
transendental, dan teologikal.  
C. Jenis dan Sumber Data Penelitian 
1. Jenis Data 
Jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder yaitu 
data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber lain yang telah 
tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data sekunder merupakan data penelitian 
yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh 
dan di catak oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau 
laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang 





2. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitin ini yaitu data dokumen atau 
dokumenter. Data dokumenter adalah jenis data penelitian yang memuat apa dan 
kapan suatu kejadian  atau transaksi, serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian 
(Indrianto dan Supomo, 2013:147). Data dokumenter yang digunakan diperoleh 
dari laporan tahunan, jurnal, buku, majalah dan artikel publikasi. Data dokumen 
tersebut berupa laporan keuangan tahunan dan berbagai informasi yang disajikan 
secara online terkait aktivitas keuangan bank syariah digunakan sebagai data-data 
pendukung penelitian ini yang dianggap relevan. Selain itu, pengambilan data 
juga dilakukan dengan mengakses situs resmi perusahaan yang akan diteliti, dan 
dengan mengunduh (download) melalui internet yang terkait dengan data-data 
penelitian. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, 
termasuk juga buku tentang teori, pendapat, panduan, dalil atau hukum, dan lain-
lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Zuriah 2009:191). Metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui: 
1. Studi Pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 
mengumpulkan, membaca, dan mempelajari literatur referensi dari 
jurnal, makalah, dan buku-buku yang relevan dengan permasalahan 
yang dikaji untuk mendapatkan kejelasan konsep dalam upaya 






2. Internet Searching, yaitu penelitian yang dilakukan dengan 
mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari 
internet guna melengkapi referensi penelitian yang terkait. 
E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 
Teknik pengelolaan data dilakukan setelah data diperoleh dari hasil 
dokumentasi dan internet searching yang membantu dalam pengelolaan data 
tersebut. Teknik pengolaan data dalam penelitian ini menggunakan analisis 
dokumen atau analaisis isi sebagai media komunikasi untuk memahami informasi 
yang disajikan sedangkan alat analisis yang digunakan yaitu teori penilaian 
sehingga adaptasi atau perubahan lingkungan yang terjadi pada metode 
pengukuran akuntansi dapat tergambar. Teori penilaian membahas mengenai 
tujuan dari informasi laporan keuangan yang harus menggunakan metode 
penilaian dan pengukuran yang sesuai sehingga tidak menyebabkan adanya 
asimetri informasi dalam laporan keuangan.  
Secara sistematis, metode pengolaan dan teknik analisis ini mengacu pada 
metode yang dikemukakan oleh Bogdan & Biklen (1982). Yang dilakukan sejak 
pengumpulan data sampai selesainya proses pengumpulan data tersebut. Proses 
tersebut diuraikan sebagai berikut: 
1) Analisis data selama pengumpulan data, mengharus peneliti berfikir 
tentang data yang ada dan mengembangkan strategi untuk 
mengumpulkan data baru (yang biasanya kualitasnya lebih baik), 
melakukan koreksi terhadap informasi yang kurang jelas, dan 
mengarahkan analisis yang sedang berjalan berkaitan dengan dampak 
pembangkitan kerja lapangan. Beberapa langkah yang ditempuh dalam 





rangkuman kontak (contact summary sheet), pembuatan kode-kode, 
pengkodean pola (pattern coding), dan pemberian memo. 
2) Analisis data setelah pengumpulan data, peneliti banyak terlibat dalam 
kegiatan penyajian atau penampilan (display) dari data yang 
dikumpulkan dan dianlisis sebelumnya, mengingat bahwa peneliti 
kualitatif banyak menyusun teks naratif. Penelitian kualitatif biasnya 
difokuskan pada kata-kata, tindakan orang yang terjadi pada konteks 
tertentu. 
F. Pengujian Keabsahan Data 
Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. 
Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu kriteria 
tertentu. Keabsahan data adalah kegiatan yang dilakukan agar hasil penelitian 
dapat dipertanggungjawabkan dari segala sisi. Uji keabsahan data dalam 
penelitian kualitatif meliputi uji creadibility (validitas internal), transferability 
(validitas external), dependability (reabilitas), dan confirmability (objektifitas) 
(Emzir, 2010:79). Namun dalam penelitian ini hanya digunakan tiga pengujian 
yang sesuai, yaitu uji creadibility (validitas internal), transferability (validitas 
eksternal), dan dependability (reabilitas). 
1. Uji Credibility (validitas internal) 
Uji validitas internal dilaksanakan untuk memenuhi nilai kebenaran dari 
data dan informasi yang dikumpulkan. Artinya, hasil penelitian harus dapat 
dipercaya oleh semua pembaca secara kritis. Kriteria ini berfungsi melakukan 
inquiry sedemikian rupa sehingga kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Uji 
kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat 
dilakukan antara lain dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan 





dengan teman sejawat. Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan cara 
sebagai berikut: 
a. Triangulasi Sumber data 
Teknik pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sesuatu yang lain 
diluar data yang terkumpul untuk keperluan pengecekan atau sebagai 
pembanding terhadap data-data tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan 
berbagai sumber data dan teori dalam menghasilkan data dan informasi yang 
akurat, maka cara yang tepat digunakan adalah dengan menggunakan metode 
triangulasi. Triangulasi sendiri menurut Norman K. Denkin dalam Bungin 
(2007:264) adalah gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai 
untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan 
perspektif yang berbeda. Hal ini dapat berupa penggunaan sumber, metode 
penyidik dan teori. 
Triangulasi teori, yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah 
rumusan informasi atau thesis statement.  Informasi tersebut selanjutnya 
dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan dalam hal ini teori 
penilaian dan teori akuntansi syariah untuk mengetahui klasifikasi serta 
melihat nilai-nilai islam atas objek penelitian sehingga memperoleh gambaran 
atau temuan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman 
pemahaman asalkan peneliti mampu  menggali pengetahuan teoretik secara 
mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. 
Triangulasi data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui 
berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui sumber 
data utama yaitu annual report, peneliti bisa menggunakan sumber data 
pendukung lainnya seperti Panduan Pelaksanaan Akuntansi Syariah Indonesia 





masing-masing cara  itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, 
yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula 
mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan 
keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal. 
b. Diskusi 
Yakni diskusi yang dilakukan dengan teman sejawat yang memiliki 
pengetahuan bidang yang diteliti dan mampu memberikan masukan ataupun 
sanggahan sehingga memperoleh kemantapan terhadap hasil penelitian. 
Teknik ini digunakan agar peneliti dapat mempertahankan sikap terbuka dan 
kejujuran serta memberikan kesempatan awal yang baik untuk memulai 
menjejaki dan mendiskusikan hasil penelitian dengan orang yang dianggap 
kompeten. 
2. Uji Dependability (Reabilitas) 
Uji reabilitas data menjadi pertimbangan dalam menilai keaslian suatu 
temuan penelitian kualitatif. Tingkat dependabilitas yang tinggi dapat dicapai 
dengan melakukan suatu analisis data yang terstruktur dan berupaya untuk 
menginterpretasikan hasil penelitian dengan baik sehingga penelitian lain akan 
dapat membuat kesimpulan yang sama dalam menggunakan perspektif, data 
mentah dan dokumen analisis penelitian yang sedang dilakukan. Suatu penelitian 
yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses 
penelitian tersebut. Untuk pengujian dependabilitas dilakukan dengan cara 
melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya 
dilakukan oleh pembimbing untuk memeriksa keseluruhan aktivitas peneliti dalam 







3. Uji  Transferability (Validitas Eksternal) 
Keabsahan ekternal mengacu pada seberapa jauh hasil penelitian dapat 
digeneralisasikan pada kasus lain. Walaupun dalam penelitian kualitatif memiliki 
sifat tidak ada kesimpulan yang pasti, akan tetapi dapat dikatakan memiliki 
keabsahan ekternal terhadap kasus-kasus lain selama kasus tersebut memiliki 
konteks yang sama.  
Agar orang lain dapat memahami hasil penelitian ini untuk selanjutnya 
dapat diterapkan, maka pembuatan laporan ini akan dibuat secara rinci, jelas, 
sistematis, dan dapat dipercaya. Sehingga memiliki kemungkinan untuk 
menerapkan hasil penelitian tersebut. Dengan demikian, maka  hasil penelitian 
menjadi lebih jelas, sehingga dapat memutuskan bisa atau tidaknya untuk 
mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain. Bila pembaca laporan 
penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, semacam apa suatu 
hasil penelitian dapat diberlakukan (transferability), maka laporan tersebut 
memenuhi  standar transferability. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Perusahaan 
1. Bank Panin Syariah Tbk. 
a. Sejarah Singkat Bank Panin Syariah 
PT Bank Panin Syariah Tbk (“Panin Bank Syariah”) berkantor pusat di 
Gedung Panin Life Center, Jl. Letjend S. Parman Kav. 91, Jakarta Barat, 
menjalankan usahanya di bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan 
syariat Islam. Mendapatkan ijin usaha sebagai bank umum yang melaksanakan 
kegiatan berdasarkan syariat Islam dari Bank Indonesia berdasarkan Surat 
Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 
Oktober 2009, dan mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 2 
Desember 2009. 
Sejak mengawali keberadaan di industri perbankan syariah di Indonesia, 
Panin Bank Syariah secara konsisten menunjukkan kinerja dan pertumbuhan 
usaha yang baik. Panin Bank Syariah berhasil mengembangkan aset dengan pesat 
berkat kepercayaan nasabah yang menggunakan berbagai produk pembiayaan dan 
menyimpan dananya. 
Dukungan penuh dari perusahaan induk PT Bank Panin Tbk sebagai salah 
satu bank swasta terbesar di antara 10 (sepuluh) bank swasta terbesar lainnya di 
Indonesia serta Dubai Islamic Bank PJSC yang merupakan salah satu bank Islam 
terbesar di dunia, telah membantu tumbuh kembang Panin Bank Syariah. 
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Panin Bank Syariah terus berkomitmen untuk membangun kepercayaan 
nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai 
dengan prinsip-prinsip syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah. 
Panin Bank didirikan pada 17 Agustus 1971, merupakan hasil merger dari 
tiga buah bank yaitu Bank Kemakmuran, Bank Industri Djaja Indonesia dan Bank 
Industri & Dagang Indonesia. PaninBank beroperasi di 33 propinsi dengan 566 
kantor cabangnya yang tersebar dari Aceh di ujung Sumatera hingga Papua di 
Timur Indonesia. 
PaninBank mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta pada tahun 1982, 
menjadikan PaninBank sebagai bank pertama yang sahamnya diperdagangkan di 
bursa. Sejak itu PaninBank senantiasa berusaha meningkatkan kinerja, tata-kelola 
perusahaan serta keterbukaan. Saat ini PaninBank menjadi salah satu dari sepuluh 
besar bank di Indonesia berdasarkan jumlah aset. Para pemegang saham 
PaninBank adalah PT Panin Financial Tbk dengan 46,04% saham; ANZ Bank 
melalui Votraint No. 1103 Pty Ltd dengan 38,82% dan sisanya 15,14% dimiliki 
oleh investor baik dari dalam maupun luar negeri. 
Meski terkena terpaan badai di tahun 2015, Panin Bank tetap 
menghasilkan kinerja yang baik. Per 31 Desember 2015, aset PaninBank sebesar 
Rp183,2triliun, laba bersih Rp1,5triliun, kredit yang disalurkan sebesar 
Rp126,8triliun. Kapitalisasi pasar sebesar Rp17,1 triliun dengan rasio kewajiban 
penyediaan modal minimum (CAR) sebesar 20,13%. 
PaninBank juga terus melakukan diversifikasi produk dan layanan serta 
menyediakan solusi keuangan yang lengkap untuk dapat memenuhi kebutuhan 
nasabah. Sebagai bagian dari strategi, Panin Bank meningkatkan cross selling 
dengan anak perusahaan maupun perusahaan afiliasi termasuk cross selling 
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dengan produk-produk dari PT Clipan Finance Tbk, PT Verena Multi Finance 
Tbk dan PT Bank Panin Syariah Tbk. Dengan demikian, PaninBank berharap bisa 
memberikan nilai tambah serta dapat memperluas basis nasabahnya. 
b. Kegiatan Usaha Perusahaan 
Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Panin Bank Syariah sebagaimana 
termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar 
Biasa PT Bank Panin Syariah Tbk No.5 tanggal 2 Oktober 2015 yang dibuat oleh 
Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
No.AHUAH.01.03-0973015 tanggal 19 Oktober 2015, kegiatan usaha Panin Bank 
Syariah adalah: 
1) Maksud dan tujuan Panin Bank Syariah adalah berusaha dalam bidang 
Bank Syariah. 
2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Panin Bank Syariah 
dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Utama dan Kegiatan Usaha 
Penunjang sebagai berikut: 
Kegiatan Usaha Utama bank panin syariah yaitu sebagai berikut: 
1) Bank Umum Syariah. 
a) Menyediakan pembiayaan. 
b) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara. 




d) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan 
atau bentuk lainnya. 
e) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil. 
f) Menyalurkan pembiayaan. 
g) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak 
bergerak kepada nasabah. 
h) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah. 
Melakukan usaha kartu debet dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan 
Prinsip Syariah. 
i) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga 
pihak ketiga. 
j) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip Syariah. 
k) Menerima pembayaran dan tagihan atas surat berharga. 
l) Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain. 
m) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga 
berdasarkan prinsip Syariah. 
n) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun 
kepentingan nasabah. 
o) Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad wakalah. 
p) Memberikan fasilitas letter of credit atau garansi berdasarkan prinsip 
Syariah. 
q) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan. 
2) Kegiatan Usaha Penunjang: 
a) Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan 
dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada Panin Bank 
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Syariah dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan 
secepatnya.Melakukan kegiatan anjak piutang dan usaha pembiayaan. 
b) Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik selaku 
pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau 
peserta dana pensiun lembaga keuangan. 
c) Melakukan kegiatan penyertaan modal mudharabah/musyarakah pada 
bank/perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha/ijarah, 
perusahaan modal ventura, lembaga kliring dan penjamin serta 
lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan 
yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. 
d) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi 
pembiayaan bermasalah mudharabah/musyarakah, termasuk 
kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dengan syarat 
harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan oleh OJK. 
e) Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau 
tidak langsung dengan maksud tersebut diatas yang pelaksanaanya 
tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. 
c. Produk Perusahaan 
1) Produk Dana 
a) Tabungan SmPel  
b) Tabungan PaS  
c) Tabungan Fleksibel  
d) Tabungan Bisnis  
e) Giro PaS iB  
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f) Deposito Pas  
g) Simpanan Fleximax  
h) Tabungan Haji PaS  
i) Tabungan Umrah PaS  
j) Tabungan Rencana PaS  
2) Produk Jasa 
a) ATM Card PaS 
b) SDB PaS  
3) Jasa Operasional 
a) PBS Kliring 
b) PBS Intercity Clearing 
c) PBS RTGS (Real Time Gross Settlement) 
d) Transfer Dalam Kota (LLG) 
e) PBS Referensi Bank 
f) PBS Standing Order 
4) Produk Pembiayaan 
a) Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) PaS  
b) Pembiayaan Pemilikan Mobil PaS  
c) Pembiayaan Investasi (PI) PaS  
d) Pembiayaan Modal Kerja (PMK) PaS   
e) Pembiayaan Multi Jasa (PMJ) PaS  
f) Bank Garansi PaS  
5) Produk Tresuri 





d. Visi Dan Misi 
Visi dan Misi Panin Bank Syariah telah ditetapkan sebagai landasan bagi 
seluruh stakeholders untuk mencapai tujuan bersama. Visi menjadi pegangan bagi 
seluruh stakeholders untuk mentransformasikan diri menjadi salah satu bank 
syariah terkemuka di Indonesia. Visi Panin Bank Syariah adalah “Bank Syariah 
Pilihan yang Menjadi Role Model Berbasiskan Kemitraan dan Ekonomi 
Rakyat”. Untuk mewujudkan Visi Panin Bank Syariah, maka Misi Panin Bank 
Syariah dijabarkan sebagai berikut: 
1) Menyediakan produk dan layanan yang kreatif, inovatif dan mampu 
memenuhi kebutuhan masyarakat. 
2) Mengembangkan kemitraan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 
rakyat. 
3) Mengembangkan sumber daya insani berintegritas dan profesional 
berlandaskan nilai-nilai spiritual berbasis merit system. 
4) Menerapkan tata kelola perusahaan dan sistem pengendalian yang 
terintegrasi sesuai prinsip syariah. 
5) Meningkatkan nilai tambah kepada stakeholders. 
2. PT Bank BNI Syariah (BNIS) 
a. Sejarah Singkat PT Bank BNI Syariah 
Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem 
perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan 
dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan 
yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, 
pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI 
dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan 
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Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang 
dan 31 Kantor Cabang Pembantu. 
Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor 
Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet 
yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional 
perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. 
Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma’ruf 
Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga 
telah memenuhi aturan syariah. 
Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 
12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha 
kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 
ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 
2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan 
beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu 
spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi 
yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat 
Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan 
syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan 
syariah juga semakin meningkat. Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 
65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil 




b. Kegiatan Usaha Perusahaan 
Bergerak di Bidang Usaha Perbankan Syariah sesuai dengan Anggaran 
Dasar BNI Syariah No. 160 tanggal 22 Maret 2010. 





d) Simulasi Dana 
e) Tips-Tips dana 




c) Usaha Kecil dan Menegah 
d) Koperasi 
e) Simulasi Pembiayaan 
f) Pengajuan pembiayaan 
g) Tips-tips pembiayaan 
d. Visi Misi Perusahaan 
Visi BNI Syariah adalah “Menjadi bank syariah pilihan masyarakat 




1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada 
kelestarian lingkungan. 
2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan 
syariah. 
3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor. 
4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya 
dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah. 
5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah. 
3. PT Bank Syariah Mandiri 
a. Sejarah Singkat PT Bank Syariah Mandiri (BSM) 
PT Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah Perusahaan yang 
menyelenggarakan usaha bank dengan prinsip syariah. Nilai-nilai perusahaan 
yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada 
segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran 
BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca 
krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi 
dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk 
di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang 
sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia 
usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh 
bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya 
mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian 
bank-bank di Indonesia. 
Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki 
oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT 
Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi 
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tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta 
mengundang investor asing. 
Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) 
empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) 
menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 
1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT 
Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB. 
Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan 
konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. 
Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah 
di  kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU 
No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi 
syariah (dual banking system). 
Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan 
UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT 
Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, 
Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan 
infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional 
menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank 
Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 
tanggal 8 September 1999. 
Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan 
oleh Gubernur Bank Indonesia  melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 
25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior 
Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi 
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PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, 
PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 
Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. 
PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh  sebagai bank yang 
mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi 
kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani 
inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam 
kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun 
Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik. 
b. Kegiatan Usaha Perusahaan 
Bidang usaha BSM berdasarkan Akta Perubahan terakhir Nomor 2 
Tanggal 2 Juni 2014 persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Surat Keputusan No. AHU-12852.40.22.2014 Tanggal 10 
Juni 2014, Anggaran Dasar BSM adalah: 
1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau 
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi’ah 
atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; 
2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, 
atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad 
mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip 
Syariah; 
3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, 




4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, 
Akad istishna atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip 
Syariah; 
5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang 
tidak bertentangan dengan prinsip Syariah; 
6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak 
bergerak kepada nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli 
dalam bentuk ijarah muntahiyabitta mlik atau Akad lain yang tidak 
bertentangan dengan Prinsip Syariah; 
7) Melakukan pengambil alihan hutang berdasarkan Akad hawalah atau 
Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; 
8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan 
Prinsip Syariah; 
9) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak 
ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip 
Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, 
murabahah, kafalah, atau hawalah; 
10) Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan 
oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia; 
11) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 
perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan 
Prinsip Syariah; 
12) Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu 
Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah; 
13) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga 
berdasarkan Prinsip Syariah; 
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14) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 
kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah; 
15) Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah; 
16) Memberikan fasilitas letter of credit atau Bank garansi berdasarkan 
Prinsip Syariah; 
17) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan 
di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan 
sesuai dengan ketentuan perundang- undangan; 
18) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah; 
19) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau 
lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip 
Syariah; 
20) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat 
kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus 
menarik kembali penyertaannya; 
21) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan 
Prinsip Syariah; 
22) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan 
dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang pasar modal; 
23) Menyelenggarakan kegiatan atau produk Bank yang berdasarkan Prinsip 
Syariah dengan menggunakan sarana elektronik; 
24) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka 
pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak 
langsung melalui pasar uang; 
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25) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka 
panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak 
langsung melalui pasar modal; 
26) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum 
Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah. 
c. Produk Perusahaan 
PT Bank Syariah Mandiri menawarkan produk-produk inovatif berbasis 
syariah bagi nasabahnya yang diklasifikasikan dalam empat kelompok yaitu 
produk pendanaan, pembiayaan, produk jasa, dan layanan. Produk pendanaan 
terdiri dari pendanaan Dana Pihak Ketiga baik konsumer maupun institusional. 
d. Visi Misi Perusahaan 
Visi Bank Mandiri Syariah yaitu “Bank Syariah Terdepan dan 
Modern”. Bank Syariah Terdepan: Menjadi bank syariah yang selalu unggul di 
antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, 
micro, SME, commercial, dan corporate. Bank Syariah Modern: Menjadi bank 
syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan 
nasabah. Sedangkan misi Bank Mandiri Syariah, sebagai berikut: 
1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang 
berkesinambungan. 
2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang 
melampaui harapan nasabah. 
3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan 
pada segmen ritel. 
4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal. 
5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat. 
6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 
54 
 
B. Klasifikasi Metode Fair Value Accounting Berdasarkan Kebijakan 
Akuntansi 
1. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan 
Bank Panin Syariah Tbk atau Panin Bank Syariah (PNBS) 
Bank Panin Syariah Tbk (PNBS) menerapkan fair value accounting 
dikarenakan kewajiban bagi tiap-tiap entitas yang telah go publik untuk 
menerapkan metode tersebut. PNBS merupakan bank syariah pertama yang 
mendaftarakan diri di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak awal 2014 lalu. 
Perenarapan konsep fair value didasarkan atas penerapan standar baru dan revisi 
serta interpretasi yang dikeluarkan oleh DSAK  dan DSAS dari Ikatan Akuntan 
Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Catatan Atas Lapran Keuangan (CALK) 
pada Laporan Keuangan PNBS berikut ini: 
“Dalam tahun berjalan, Bank telah menerapkan semua standar baru dan 
revisi serta interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi 
Keuangan (DSAK) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) dari 
Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk 
periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015.” 
Sedangkan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh PNBS dijelaskan 
dalam laporan keuangan sebagai berikut: 
“Laporan keuangan Bank disusun dan disajikan sesuai dengan Standar 
Akuntansi Keuangan di Indonesia yang terdiri dari PSAK yang dikeluarkan 
oleh DSAK dan DSAS dari Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam-LK) terkait penyajian laporan 
keuangan.” 
“Laporan keuangan bank disusun berdasarkan biaya historis, kecuali tanah 
dan bangunan dan instrumen keuangan tertentu yang diukur pada jumlah 
revaluasian atau nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan.” 
Berdasarkan dari penjelasan diatas, maka dapat diketahui latar belakang 
dari penerapan metode fair value pada PNBS. Salah satu PSAK yang dikeluarkan 
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oleh DSAS terkait dengan revisi dan interpretasi standar yang baru yaitu PSAK 68 
mengenai Nilai Wajar. Dalam PNBS, dikatakan bahwa laporan keuangan secara 
umum menggunakan metode biaya historis. Kecuali terdapat beberapa instrumen 
yang memenuhi syarat untuk penggunaan metode fair value.  Metode fair value  
yang tergambar dalam PSAK 68 sebagai berikut: 
“PSAK 68 menetapkan acuan tunggal atas pengukuran nilai wajar dan 
pengungkapan atas pengukuran nilai wajar yang berlaku baik pada pos-pos 
instrumen keuangan dan pos-pos instrumen non-keuangan ketika PSAK 
lain mensyaratkan atau mengijinkan pengukuran nilai wajar dan 
pengungkapan atas pengukuran nilai wajar. Standar tersebut tidak 
mengubah persyaratan mengenai pos-pos yang harus diukur atau 
diungkapkan pada nilai wajar.” 
“Dalam mengestimasi nilai wajar aset atau liabilitas, Bank 
memperhitungkan karakteristik aset atau liabilitas, jika pelaku pasar 
memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau 
liabilitas pada tanggal pengukuran. Nilai wajar untuk tujuan pengukuran 
dan/atau pengungkapan dalam laporan keuangan Bank ditentukan 
berdasarkan basis tersebut, kecuali untuk transaksi pembayaran berbasis 
saham dalam ruang lingkup PSAK 53, transaksi sewa dalam ruang lingkup 
PSAK 30, dan pengukuran yang memiliki beberapa kemiripan dengan nilai 
wajar tetapi bukan merupakan nilai wajar, seperti nilai realisasi neto dalam 
PSAK 14 dan nilai pakai dalam PSAK 48.” 
“Dalam rangka konsistensi dan perbandingan dalam pengukuran nilai 
wajar dan pengungkapan terkait, Bank melakukan pengukuran nilai wajar 
dengan hirarki berikut: 1) Tingkat 1 pengukuran nilai wajar adalah yang 
berasal dari harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk 
aset atau liabilitas yang identik. 2) Tingkat 2 pengukuran nilai wajar 
adalah yang berasal dari input selain harga kuotasian yang termasuk dalam 
Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara 
langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi 
dari harga). 3) Tingkat 3 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari 
teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan 
berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat 
diobservasi).” 
Dari kutipan diatas, metode pengukuran fair value tidak diterapakan untuk 
seluruh jenis pengukuran maupun penilaian. Akan tetapi, fair value diterapkan 
untuk beberapa jenis aset dan liabilitas keuangan dan nonkeuangan yang telah 
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disyaratkan dalam PSAK 68. Seperti yang dikatakan oleh Suwardjono (2014:274) 
bahwa dalam penilaian suatu pos untuk tujuan penyajian, akuntansi dapat 
menggunakan berbagai dasar penilaian (bases for valuation) tergantung pada 
makna yang ingin direpresentasi melalui pos statement keuangan. Hal tersebut 
juga dijelaskan dalam PAPSI 2013 yang menetapkan berbagai macam metode 
penilaian dan pengukuran sesuai dengan kebutuhan yang dianggap efektif dan 
efisien untuk setiap jenis aset maupun liabilitas. 
Bank BNI Syariah (BNIS) 
Bank BNI Syariah (BNIS) menerapkan fair value accounting dikarenakan 
kewajiban bagi tiap-tiap entitas entitas anak yang induk perusahaannya telah go 
publik untuk menerapkan metode tersebut. BNIS merupakan anak perusahaan dari 
Bank Negara Indonesia (BNI) yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Perenarapan konsep fair value didasarkan atas penerapan standar baru dan revisi 
serta interpretasi yang dikeluarkan oleh DSAK dan DSAS dari Ikatan Akuntan 
Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam CALK pada Laporan Keuangan BNIS 
berikut ini: 
“Pada tanggal 1 Januari 2015, Bank menerapkan pernyataan standar 
akuntansi keuangan (“PSAK”) dan interpretasi standar akuntansi keuangan 
(“ISAK”) baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan 
kebijakan akuntansi Bank telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai 
dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.” 
“Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK), yaitu PSAK No. 101 (Revisi 2014) tentang “Penyajian 
Laporan Keuangan Syariah”, PSAK No. 102 (Revisi 2013) tentang 
“Akuntansi Murabahah”, PSAK No. 105 tentang “Akuntansi 
Mudharabah”, PSAK No. 106 tentang “Akuntansi Musyarakah”, PSAK 
No. 107 tentang “Akuntansi Ijarah”, PSAK No. 110 tentang “Akuntansi 
Sukuk” dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI 
Revisi 2013). Bank juga menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang 
berlaku umum yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan 
Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua 
Bapepam dan LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang 
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Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau 
Perusahaan Publik.” 
Dari pernyataan diatas, penerapan fair value pada anak perusahaan go 
publik didasarkan atas hal-hal yang tidak di atur dalam PSAK syariah dan untuk 
hal-hal yang tidak diatur dalam PSAK syariah mengacu pada prinsip akuntansi 
umum dalam hal ini PSAK. Dalam PAPSI 2013  juga dinyatakan bahwa standar 
keuangan syariah yang tidak diatur dalam PSAK syariah akan mengacu pada 
standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 
Bank Mandiri Syariah atau Bank Syariah Mandiri 
Bank Mandiri Syariah atau Bank Syariah Mandiri (BSM) menerapkan fair 
value accounting juga dikarenakan kewajiban bagi tiap-tiap entitas entitas anak 
yang induk perusahaannya telah go publik untuk menerapkan metode tersebut. 
BSM merupakan anak perusahaan dari Bank Mandiri Tbk yang telah terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI). Perenarapan konsep fair value didasarkan atas 
penerapan standar baru dan revisi serta interpretasi yang dikeluarkan oleh DSAK 
dan DSAS dari Ikatan Akuntan Indonesia. Berikut ungkapan yang terdapat dalam 
CALK pada BSM: 
“Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di 
Indonesia termasuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 
101 (Revisi 2014), “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”, PSAK No. 102 
(Revisi 2013), “Akuntansi Murabahah”, PSAK No. 104, “Akuntansi 
Istishna”, PSAK No. 105, “Akuntansi Mudharabah”, PSAK No. 106, 
“Akuntansi Musyarakah”, PSAK No. 107, “Akuntansi Ijarah”, PSAK 
No.110 “Akuntansi Sukuk”, dan PSAK lain selama tidak bertentangan 
dengan prinsip syariah dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah 
Indonesia (PAPSI) (Revisi 2013).” 
Dari kutipan diatas juga telah dijelaskan bahwa penerapan fair value pada 
anak perusahaan go publik didasarkan atas hal-hal yang tidak di atur dalam PSAK 
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syariah. Oleh karena itu, standar akuntansi tersebut tidak boleh bertentangan 
dengan prinsip-prinsip Islam. 
Secara garis besar, penetapan konsep dasar teori akuntansi syariah 
didasarkan pada prinsip filosofis (Triyuwono, 2014:322). Sedangkan prinsip 
filosofis itu sendiri secara implisit diturunkan dari konsep faith, knowledge, dan 
action yang tidak lain adalah berasal dari nilai-nilai tauhid. Atas dasar itulah 
mengapa entitas syariah tidak boleh lepas dari nilai-nilai tauhid yang ditrunkan 
dari teori akuntansi syariah. Meskipun terdapat beberapa standar akuntansi yang 
bukan merupakan PSAK syariah, setidaknya standar akuntansi yang berlaku 
umum tersebut harus mampu di interpretasi kedalam akuntansi syariah. 
2. PSAK 16: Aset Tetap 
Bank Panin Syariah Tbk (PNBS) 
Dalam PNBS metode pengukuran fair value disyaratkan untuk aset dan 
liabilitas keuangan maupun non keuangan. Hal tersebut dijelaskan dalam laporan 
keuangan pada bagian Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai berikut: 
“Kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya dikelola dan 
kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen 
risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan dan informasi tentang 
kelompok tersebut disediakan secara internal kepada manajemen kunci 
entitas.” 
Dari kutipan diatas, dijelaskan mengenai pengukuran fair value untuk 
kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya. Pengevaluasian 
intrumen keuangan tersebut didasarkan pada fair value. Tidak hanya itu, fair 
value juga harus disesuaikan dengan manajemen resiko atau strategi investasi 
yang didokumentasikan. Untuk memperoleh hasil kinerja evaluasi tersebut, PNBS 
menggunakan teknik penilaian sebagai berikut: 
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“Nilai wajar tanah dan bangunan ditentukan dengan menggunakan metode 
pasar dengan memperbandingkan secara langsung aset yang sejenis yang 
terdapat di pasar dan metode biaya yang dihitung berdasarkan seluruh biaya 
yang diperlukan untuk pengadaan atau pembangunan aset yang identik 
dengan aset yang dinilai, dilakukan seolah-olah aset yang dinilai dalam 
keadaan baru, yang disesuaikan dengan memperhitungkan penyusutan yang 
terjadi sesuai dengan kondisi fisik, kapasitas dan tingkat pelayanan serta 
kondisi lingkungan sekitar yang berpengaruh dari aset yang dinilai.” 
Kutipan diatas memiliki arti bahwa penggunaan metode pengukuran untuk 
menentukan nilai suatu objek (instrumen keuangan aset maupun liabilitas) tidak 
hanya berfokus pada satu metode saja yaitu metode fair value atau yang lebih 
lazim kita kenal dengan harga objek yang diperdagangkan di pasar aktif. Akan 
tetapi, penentuan nilai juga dapat ditentukan melalui harga yang mendekati nilai 
objek tersebut ataupun membandingkan secara langsung instrumen yang sejenis. 
Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Suwardjono (2014:2275) bahwa 
tujuan penilaian instrumen keuangan harus berpaut dengan tujuan pelaporan 
keuangan  dengan harus menggunakan basis penilaian yang sesuai. Dalam teori 
penilaian juga terdapat beberapa jenis metode atau teknik penilaian. PNBS 
menggunakan metode pasar dan metode biaya untuk menentukan fair value suatu 
aset keuangan (tanah dan bangunan). 
Dari kutipan diatas, juga sangat jelas diutarakan instrumen-instrumen apa 
saja yang menjadi ruang lingkup fair value dalam PNBS baik komponan aset 
maupun liabilitas. Berdasarkan teori penilaian yang diungakapkan oleh 
Suwardjono (2014:275) penilaiaan dikelompokkan berdasarakan pos-posnya yang 
terdiri atas pos aset dan pos kewajiban. Hal tersebut juga telah sesuai dengan apa 
yang disyaratkan dalam penggunaan metode fair value accounting. 
Ketika menghampiri akhir tahun PNBS mengubah kebijakan akuntansinya 
mengenai tanah dan bangunan dari model biaya ke model revaluasi. Sebelumnya, 
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model biaya yang digunakan dalam PNBS berdasar pada nilai wajar, berikut 
penjelasannya: 
“Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang 
diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.” 
“Pada bulan September 2015, Bank mengubah kebijakan akuntansi dari 
model biaya ke model revaluasi dalam pengukuran tanah dan bangunan. 
Perubahan ini diterapkan secara prospektif. Tanah dan bangunan 
dinyatakan berdasarkan nilai revaluasi yang merupakan nilai wajar pada 
tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi 
penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi, kecuali tanah tidak 
disusutkan. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang memadai untuk 
memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari 
jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal 
laporan posisi keuangan.” 
Biaya historis dan nilai revaluasi aset juga didasarkan pada fair value. 
Artinya, pokok dari penentuan biaya histori mengacu pada fair value atau nilai 
wajar dari instrumen keuangan. Model revaluasi menggunakan metode fair value 
untuk menentukan nilai awal instrumen keuangan tersebut pada tanggal 
revaluasian yang kemudian dikurangi penyusutan dan penurunan nilai seperti 
yang dijelaskan diatas. Meskipun hal tersebut diterapkan secara tidak tetap, akan 
tetapi besar kemungkinan untuk berpatokan terhadap hal tersebut. Penentuan 
model revaluasi tersebut sama seperti yang ditetapkan dalam PAPSI (2013:10.5) 
yang menjelaskan bahwa untuk memperoleh ukuran dari jumlah revaluasian maka 
fair value dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai 
yang terjadi setelah tanggal revaluasi. 
Bank BNI Syariah (BNIS) 
Dalam BNIS metode pengukuran fair value disyaratkan untuk aset dan 
liabilitas keuangan maupun non keuangan meskipun PSAK 68 tidak duraikan 
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secara spesifik dalam catatan atas laporan keuangan. Hal tersebut dijelaskan 
dalam laporan keuangan pada bagian CALK untuk aset tetap berikut ini: 
“Efektif 1 Januari 2015, Bank melakukan perubahan kebijakan akuntansi 
atas model pengukuran aset tetap dari model biaya menjadi model revaluasi 
untuk kelompok aset tanah dan bangunan. Hal ini dilakukan dengan tujuan 
untuk mencerminkan nilai wajar Aset Tetap. Dalam pengukuran model 
revaluasi, jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka 
kenaikan tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lain. Sedangkan 
jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut 
diakui dalam laba rugi. Surplus revaluasi aset tetap yang termasuk dalam 
ekuitas dapat dialihkan langsung ke saldo laba ketika aset tersebut 
dihentikan pengakuannya. Perubahan kebijakan akuntansi ini dilakukan 
secara prospektif.” 
 “Tanah dan bangunan disajikan sebesar nilai wajar, dikurangi akumulasi 
penyusutan untuk bangunan. Penilaian terhadap tanah dan bangunan 
dilakukan oleh penilai independen eksternal yang telah memiliki sertifikasi. 
Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan 
bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material 
dengan nilai tercatatnya. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi 
dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset, dan nilai netonya disajikan 
kembali sebesar nilai revaluasian aset tetap.” 
Sama seperti pada PNBS, model revaluasi pada BNIS juga menggunakan 
fair value untuk menentukan nilai awal instrumen aset. Perubahan kebijakan ini 
juga digunakan jika memungkinkan. Aset tetap yang tergolong menggunakan 
metode fair value yaitu tanah dan bangunan. Penggunaan metode revaluasi yang 
didasarkan pada nilai wajar dalam kutipan diatas dianggap lebih dapat 
mencerminkan nilai wajar atau keadaan yang sebenarnya terhadap aset tetap. Hal 
tersebut juga dapat dibuktikan dengan melakukan penilaian secara berulang-ulang 
pada periode tertentu, agar nilai aset tersebut tidak berbeda secara material 
terhadap nilai yang dicatat seperti cara yang umum digunakan dalam penilaian. 
Metode atau teknik penilaian yang digunakan untuk menentukan fair value yaitu 
sebagai berikut: 
“Penilaian dilakukan berdasarkan Standar Penilaian Indonesia, ditentukan 
berdasarkan transaksi pasar terkini dan dilakukan dengan ketentuan-
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ketentuan yang lazim. Metode penilaian yang dipakai adalah metode data 
pasar dan metode biaya. Elemen-elemen yang digunakan dalam 
perbandingan data untuk menentukan nilai wajar aset antara lain: a) Jenis 
dan hak yang melekat pada properti, b) Kondisi pasar, c) Lokasi, d) 
Karakteristik fisik, e) Karakteristik tanah.” 
Seperti yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya bahwa berdasarkan 
teori penilaian yang diungkapkan oleh Suwardjono (2014:275) tujuan dari 
penilaian aset yaitu untuk merepresentasi atribut pos-pos aset yang berpaut 
dengan tujuan pelaporan keuangan dengan menggunakan basis penilaian yang 
sesuai. Hal tersebut juga telah sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam 
penggunaan metode fair value dan PAPSI (2013). Ketika menilai instrumen aset, 
BNIS juga menggunakan metode data pasar dan metode biaya dalam menentukan 
fair value yang disesuaikan dengan karakteristik-karakteristik yang terdapat pada 
PSAK 68 mengenai Nilai Wajar.  
Bank Mandiri Syariah (BSM) 
Dalam BSM metode pengukuran fair value disyaratkan untuk aset dan 
liabilitas keuangan maupun non keuangan. Hal tersebut dijelaskan dalam laporan 
keuangan pada bagian Catatan Atas Laporan Keuangan untuk aset tetap berikut 
ini: 
“Aset tetap dinilai sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, 
kecuali tanah yang sejak Desember 2015, dinilai dengan metode revaluasi.” 
“Pada bulan Desember 2015, Bank merubah kebijakan akuntansi terkait 
pengukuran aset tetap dalam kelompok ”hak atas tanah” dari metode 
pengukuran harga perolehan (cost model) menjadi metode revaluasi.” 
“Bank merubah metode pengukuran aset tetap untuk kelompok tanah dari 
metode biaya ke metode revaluasi.” 
Aset tetap yang disyaratkan untuk menggunakan metode fair value pada 
BSM yaitu aset tetap yaitu hak atas tanah. Tanah dinilai dengan menggunakan 
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model revaluasi yang pada penilaian awalnya menggunakan metode fair value 
atau nilai pasar yang berlaku pada tanggal revaluasian. Dalam teori penilaian 
Suwardjono (2014:274) menjelaskan bahwa penilaian suatu aset dimaksudkan 
untuk menentukan jumlah rupiah yang melekat pada aset berdasarkan basis 
penilaiannya. Dalam BSM, penggunaan metode fair value tidak dijelaskan secara 
lebih spesifik. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hal tersebut sangat terbatas. 
Hal ini berkaitan dengan pengungkapan nilai wajar yang dilakukan oleh pihak 
manajemen. 
3. PSAK 48: Aset Tidak Lancar Dimiliki Untuk Dijual 
Bank Panin Syariah Tbk (PNBS) 
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual merupakan salah satu 
instrumen keuangan yang menggunakan basis penilaian fair value. Seperti yang 
dijelaskan berikut ini: 
“Aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh 
tempo, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, atau pinjaman yang 
diberikan dan piutang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual. Pada 
saat pengakuan awal, aset keuangan yang tersedia untuk dijual diukur pada 
nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara 
langsung. Setelah itu, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur dan dicatat 
pada nilai wajar.” 
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dinilai berdasarkan metode 
fair value dikarenakan aset tersebut akan dijual kembali. Hal tersebut guna 
memudahkan dalam penetapan harga aset ketika dijual kembali.  Selain itu, juga 
dapat memudahkan pihak manajemen dalam membuat keputusan secara langsung 
ketika ada kemungkinan untuk menjual kembali aset tersebut. Jadi, aset tersebut 
harus dipasarkan secara aktif untuk dijual dengan harga yang pantas dengan nilai 
wajarnya (Juan dan Wahyuni, 2012:70). Dengan kata lain bahwa aset yang 
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dimiliki untuk dijual merupakan barang dagangan akan tetapi tidak termasuk 
dalam klafikasi barang dagangan. Klasifikasi aset tidak tetap yang dimiliki untuk 
dijual menurut PSAK 58 (Juan dan Wahyuni, 2012:70) terdiri dari: 1) aset 
tersebut harus tersedia untuk langsung dijual dalam kondisi sekarang, dan 2) 
penjualan tersebut kemungkinan besar terjadi dalam waktu satu tahun. 
4. PSAK 13: Properti Investasi 
Bank Panin Syariah Tbk (PNBS) 
Penerapan metode fair value juga diterapkan pada yaitu PSAK 13 Properti 
Investasi. Propreti investasi tergolong kedalam instrumen keuangan aset tetap. Hal 
tesebut sehubungan dengan amandemen yang terdapat pada PSAK 46 (revisi 
2014) poin kedua sebagai berikut: 
"Penetapan praduga yang dapat dibantah bahwa jumlah tercatat properti 
investasi yang diukur menggunakan model nilai wajar dalam PSAK 13, 
Properti Investasi akan dipulihkan sepenuhnya melalui penjualan". 
Berdasarakan dari penjelasan diatas, penggunaan metode fair value pada 
investasi properti dikarenakan hal tersebut termasuk dalam kategori aset tetap. 
Akan tetapi, hal tersebut dianggap dapat dibantah, karena properti tersebut akan 
dinilai kembali ketika aset tersebut akan dijual. Untuk mengukur properti 
investasi, PNBS menggunakan metode fair value untuk menilai aset tersebut. 
dalam PSAK 13 (Juan dan Wahyuni, 2012:863) pengukuran awal properti 
investasi diukur sebesar biaya perolehan, kemudian pada pengukuran selanjutnya 
entitas harus memilih antara model biaya atau model nilai wajar sebagai kebijakan 
akuntansinya. 
Dalam teori penilaian menurut Suwardjono (2014:275) menjelaskan 
bahwa tujuan dari penilaian aset adalah untuk merepresentasi atribut dari pos-pos 
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aset yang berpaut dengan tujuan laporan keuangan dengan menggunakan basis 
yang sesuai. Artinya, penilaian dengan menggunakan metode fair value dilakukan 
untuk jenis-jenis aset yang sesuai dan disyaratkan dalam PSAK 68. 
5. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Piutang Mudarabahah 
Bank BNI Syariah (BNIS) 
Salah satu perubahan yang terjadi akibat penerapan metode fair value yaitu 
cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah yang merupakan 
komponen dari pos liabilitas yang dijelaskan dalam laporan keuangan berikut ini: 
“Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah 
terdapat bukti obyektif bahwa piutang murabahah yang tidak dicatat pada 
nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai. 
Piutang murabahah mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif 
menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah 
pengakuan awal, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa 
datang yang dapat diestimasi secara handal.” 
Kutipan diatas hanya menjelaskan sedikit perubahan yang terjadi akibat 
metode pengukuran fair value dan hanya berkaitan dengan pengungkapan yang 
dilakukan oleh pihak manajemen. 
6. PSAK 58: Penurunan Nilai Aset 
Bank Panin Syariah Tbk (PNBS) 
Pengunanan metode fair value pada PSAK 48 mengenai Penurunan Nilai 
Aset hanya menyesuaikan dengan penggunaan metode fair value seperti yang 
dijelaskan dalam laporan keuangan PNBS berikut ini: 
“PSAK 48 Penurunan Nilai Aset telah diubah untuk memasukkan 
persyaratan dari PSAK 68, Pengukuran Nilai Wajar.” 
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Memasukkan persyaratan dari PSAK 68 artinya hanya menyesuaikan 
dengan perubahan metode pengukuran baru yang ditetapkan. Sehingga penjelasan 
mengenai hal tersebut tidak secara rinci. Teknik penilaian yang digunakan sesuai 
dengan metode sebelumnya yaitu menggunakan metode pasar atau metode biaya. 
Bank BNI Syariah (BNIS) 
Dasar penilaian untuk mengukur penurunan nilai aset digunakan metode 
fair value  seperti yang dijelaskan berikut ini: 
“Sebagai panduan praktis, Bank dapat mengukur penurunan nilai 
berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang 
dapat diobservasi. Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan 
dicatat pada akun cadangan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang 
terhadap piutang murabahah yang dicatat pada biaya perolehan 
diamortisasi.” 
Alasan bank menggunakan metode fair value  dalam mengukur penurunan 
nilai yaitu karna fair value didasarkan pada harga pasar yang dapat ditijau secara 
cermat khususnya untuk instrumen-instrumen tertentu. Berdasarkan dari 
penjelasan diatas, penetapan teknik penilaian serta pengukuran dengan 
menggunakan metode fair value didasarkan harga pasar untuk penurunan nilai 
aset. Secara implisit, metode pengukuran terhadap penurunan nilai aset tidak 
dijelaskan dalam PAPSI 2013. Akan tetapi, dalam teori penilaian menurut 
Suwardjno (2014:275) untuk menilai instrumen keuangan maka teknik penilaian 







7. PSAK 110: Akuntansi Sukuk 
 Bank Panin Syariah Tbk (PNBS) 
PSAK 110 mengenai Investasi Sukuk disajiakan dalam laporan keuangan 
PNBS termasuk dalam kelompok liabilitas seperti yang dijelaskan dalam laporan 
keuangan sebagai berikut: 
“Sukuk diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika 
investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama 
untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk; 
dan persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok 
dan/atau hasilnya.” 
“Nilai wajar sukuk dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan 
di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar.” 
Terdapat beberapa teknik penilaian yang dapat digunakan untuk menilai 
sukuk, yang terdiri atas pendekatan penghasilan dan pendekatan pasar. Selain 
diukur melalui penghasilan komprehensif, dalam PNBS juga terdapat teknik 
penilaian lain untuk investasi sukuk, seperti yang terdapat dalam laporan 
keuangan yang dikutip sebagai berikut: 
“Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk diukur pada nilai wajar 
melalui penghasilan komprehensif lain termasuk biaya transaksi dan 
selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis 
lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi. Keuntungan 
atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan 
komprehensif lain setelah memperhitungkan saldo selisih biaya perolehan 
dan nilai nominal yang belum diamortisasi dan saldo akumulasi 
keuntungan atau kerugian nilai wajar yang telah diakui dalam penghasilan 
komprehensif lain sebelumnya.” 
“Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Investasi pada sukuk yang 
tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan dan diukur 
pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diklasifikasikan 
sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Pada saat pengakuan 
awal, investasi diukur pada nilai wajar sebesar biaya perolehan tidak 
termasuk biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajar. Selisih 
antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.” 
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“Untuk sukuk diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif 
lain selain untuk memperoleh pendapatan dari kupon sukuk, Bank juga 
berkeinginan untuk melakukan penjualan apabila nilai pasar sukuk 
meningkat sampai dengan marjin tertentu.” 
Berdasarkan dari penjelasan diatas, investasi sukuk merupakan obligasi 
syariah yang aktif diperdagangkan dalam Bursa Efek. Penetapan pengukuran yang 
menggunakan nilai wajar merupakan hal yang tepat untuk jenis investasi yang 
aktif dibursa efek. Akan tetapi, dalam Bursa Efek Indonesia hanya terdaftar satu 
jenis entitas syariah yang membuat pasar sukuk tersebut menjadi kurang aktif atau 
bahkan tidak aktif. Sedangkan salah satu syarat untuk mengukur dengan 
menggunakan metode fair value yaitu terdapat nilai pasar yang aktif. Seperti pada 
penelitian yang dilakukan oleh Sukor at al (2008:68) yang menyatakan bahwa 
tidak semua aset memiliki nilai pasar seperti halnya sukuk dalam industri 
perbankan syariah. 
Bank BNI Syariah (BNIS) 
Dalam BNIS yang tergolong dalam liabilitas yang menggunakan metode 
pengukuran fair value yaitu Investasi Pada Surat Berharga seperti Sukuk, yang 
dijelaskan sebagai berikut: 
 “Investasi pada surat berharga, khususnya sukuk, diklasifikasikan 
berdasarkan model usaha yang ditentukan oleh Bank berdasarkan klasifikasi 
sesuai PSAK No. 110 tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:1) Surat 
berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan 
(termasuk biaya transaksi) yang disesuaikan dengan premi dan/atau 
diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama 
periode hingga jatuh tempo.2) Surat berharga diukur pada nilai wajar, yang 
dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum 
direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam 
laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.” 
“Surat berharga diukur pada nilai wajar, yang dinyatakan sebesar nilai 
wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan 




Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa investasi sukuk 
merupakan oligasi syariah yang aktif diperdagangkan dalam Bursa Efek. 
Penetapan pengukuran yang menggunakan nilai wajar merupakan hal yang tepat 
untuk jenis investasi yang aktif dibursa efek dengan metode harga pasar. Akan 
tetapi, dalam Bursa Efek Indonesia hanya terdaftar satu jenis entitas syariah yang 
membuat pasar sukuk tersebut menjadi kurang aktif atau bahkan tidak aktif. 
Sedangkan salah satu syarat untuk mengukur dengan menggunakan metode fair 
value yaitu terdapat nilai pasar yang aktif. Seperti pada penelitian yang dilakukan 
oleh Sukor at al (2008:68) yang menyatakan bahwa tidak semua aset memiliki 
nilai pasar seperti halnya sukuk dalam industri perbankan syariah. Pada 
penjelasan diatas, juga telah dijelaskaan secara rinci mengenai pengungkapan 
untuk PSAK 110 yang menggunakan metode pengukuran fair value. 
Bank Mandiri Syariah (BSM) 
Golongan liabilitas pada BSM yang menggunakan metode pengukuran fair 
value yaitu Investasi Pada Surat Berharga atau PSAK No. 110 tentang Akuntansi 
Sukuk sebagai berikut: 
“Model usaha nilai wajar dimana Sukuk dinilai sebesar nilai wajar. Selisih 
antara nilai tercatat dengan nilai wajar disajikan dalam laporan laba rugi 
periode yang bersangkutan.” 
“Investasi pada surat berharga, kecuali Reksadana, diklasifikasikan 
berdasarkan model usaha yang ditentukan oleh Bank berdasarkan klasifikasi 
sesuai PSAK No. 110 tentang “Akuntansi Sukuk” sebagai berikut: 1) Model 
usaha biaya perolehan yang diadopsi bila tujuan utama dari pemilikan surat 
berharga adalah untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat 
persyaratan kontraktual yang menentukan tanggal tertentu pembayaran 
pokok dan/atau hasilnya. Surat berharga diukur pada biaya perolehan 
disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi) yang 
disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi 
dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo dengan 
menggunakan tingkat imbal hasil efektif. 2) Model usaha nilai wajar dimana 
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Sukuk dinilai sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai 
wajar disajikan dalam laporan laba rugi periode yang bersangkutan.” 
Dalam BSM, teknik penilaian yang digunakan untuk mengukur akuntansi 
sukuk yaitu dengan menggunakan model usaha, model biaya perolehan serta 
metode pasar. Ungkapan penjelasan mengenai penyajian akuntansi sukuk yang 
menggunakan metode fair value juga sangat jelas sesuai dengan yang disyaratkan 
dalam PSAK 110. 
8. Agunan 
 Bank BNI Syariah (BNIS) 
Metode penilaian atas agunan atau jaminan yang diperoleh dari nasabah 
dalam transaksi utang-piutang yang dijelaskan sebagai berikut. 
“Bank menggunakan nilai wajar agunan sebagai dasar arus kas masa datang 
apabila memenuhi salah satu kondisi berikut: 1) Piutang murabahah bersifat 
collateral dependent, yaitu jika pelunasan piutang hanya bersumber dari 
agunan; atau 2) Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan 
didukung dengan perjanjian legal pengikatan agunan.” 
Agunan merupakan jaminan yang diperoleh perusahaan atas piutang yang 
diberikan kepada nasabah. Berdasarkan dari penjelasan diatas, dasar untuk menilai 
agunan tersebut yaitu menggunakan metode fair value. Akan tetapi, hal tersebut 
dimungkinkan terjadi jika terdapat kondisi-kodisi tertentu seperti yang telah 
dijelaskan diatas. Hal tersebut sesuai dengan teori penilaian yang diungkapkan 
oleh Suwardjono (2014:275) bahwa metode penilaian yang digunakan harus 
sesuai dengan basis yang telah disyaratkan. Untuk menilai agunan atau jaminan, 
metode fair value dianggap tepat karna menggunakan teknik penilaian pasar aktif 




Bank Mandiri Syariah (BSM) 
Agunan atau jaminan yang diperoleh dari nasabah yang melakukan 
transaksi utang-piutang berdasarkan bagi hasil. Penilaian agunan dalam BSM 
dijelaskan sebagai berikut: 
“Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian pembiayaan 
(disajikan dalam akun aset lain) diakui sebesar nilai realisasi bersih. Nilai 
realisasi bersih adalah nilai wajar aset setelah dikurangi estimasi biaya 
pelepasan. Selisih antara nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan saldo 
piutang atau pembiayaan yang tidak dapat ditagih diakui sebagai penambah 
atau pengurang cadangan kerugian penurunan nilai piutang atau 
pembiayaan.” 
Untuk memudahkan dalam menentukan harga atau nilai dari agunan, maka 
metode penilaian yang ditetapkan yaitu fair value. Dengan maksud untuk 
memudahkan dalam menetapkan jumlah harga dari agunan tersebut, apabila 
agunan tersebut akan diambil alih oleh pihak debitur. 
C. Perbandingan Penerapan Metode Fair Value Accounting 
1. Aspek Ruang Lingkup 
Secara umum, ruang lingkup dari fair value accounting terdiri atas: PSAK 
13 Properti Investasi, PSAK 16 Aset Tetap, PSAK 19 Aset Tak Berwujud, PSAK 
48 Penurunan Nilai Aset, PSAK 58 Aset Tidak Lancar Yang Dimiliki Untuk 
Dijual dan Operasi Yang Dihentikan, PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian, 
PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 60 Instrumen 
Keuangan: Pengungkapan, serta IAS 41 Agriculture. Akan tetapi, ruang lingkup 
fair value accounting pada tiap-tiap entitas berbeda, seperti yang dapat 




Bank Panin Syariah Tbk. Bank BNI Syariah Bank Mandiri Syariah 
 PSAK 16 Aset Tetap: 
Tanah dan Bangunan 
 PSAK 48  Aset tidak 
lancar dimiliki untuk 
dijual: Aset keuangan dan 
pinjaman yang tersedia 
untuk dijual 
 PSAK 13 Properti 
Investasi: yang dipulihkan 
sepenuhnya melalui 
penjualan 
 PSAK 58 Penurunan nilai 
aset: menyesuaikan 
 PSAK 110 Akuntansi 
Sukuk: Surat Berharga 
 
 PSAK 16 Aset Tetap:  
Tanah dan Bangunan 
 Cadangan kerugian 
penurunan nilai atas 
piutang mudarabahah 
 PSAK 58 Penurunan 
nilai aset: 
menyesuaikan 
 PSAK 110 Akuntansi 
Sukuk: Surat Berharga 





 PSAK 16 Aset Tetap:  
Hak atas tanah 
 PSAK 110 Akuntansi 





Tabel 4.1: Perbedaan Berdasarkan Aspek Ruang Lingkup 
Dari tabel diatas, terlihat jelas mengenai perbedaan ruang lingkup 
penggunaan meode fair value accounting pada ketiga perbankan syariah yang 
menjadi objek penelitian. Pada Bank Panin Syariah ruang lingkup fair value 
accounting terdiri atas: PSAK 16: Aset Tetap, PSAK 48:  Aset Tidak Lancar 
Dimiliki Untuk Dijual, PSAK 13: Properti Investasi, PSAK 58: Penurunan Nilai 
Aset, dan PSAK 110: Akuntansi Sukuk. Pada Bank BNI Syariah yang termasuk 
dalam ruang lingkup fair value accounting mencakup: PSAK 16: Aset Tetap, 
Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang mudarabahah, PSAK 58: 
Penurunan nilai aset, PSAK 110: Akuntansi Sukuk, dan Agunan. Sedangkan 
dalam Bank Mandiri Syariah ruang lingkup fair value accounting meliputi: PSAK 




2. Aspek Pengukuran 
Aspek pengukuran merupakan hal yang paling penting dalam metode fair 
value accounting karna merupakan hal yang menjadi pokok pembahasan. Akan 
tetapi, terdapat beberapa hal yang menjadi pembeda dalam metode pengukuran 
untuk tiap-tiap entitas. Seperti yang tergambar dalam tabel berikut ini: 
Bank Panin Syariah Tbk. Bank BNI Syariah Bank Mandiri Syariah 
PSAK 16: Aset Tetap 
 Model Revaluasi yang 
didasarkan pada nilai 
wajar untuk tanah dan 
bangunan. 
 Metode Pasar dengan 
membandingkan secara 
langsung aset sejenis yang 
berada dipasar 
 Metode Biaya yang 
dihitung berdasarkan 
seluruh biaya yang 
diperlukan untuk 
pengadaan atau 
pembangunan aset yang 
identik dengan aset yang 
dinilai. 
PSAK 16: Aset Tetap 
 Model revaluasi 
dengan tujuan untuk 
mencerminkan nilai 
wajar untuk tanah dan 
bangunan. 
 Penilaian ditentukan 
berdasarkan transaksi 
pasar terkini 
 Metode data pasar 
 Metode biaya. 
PSAK 16: Aset Tetap 
 Dinilai berdasarkan 
harga perolehan 




 Metode pasar/nilai 
wajar. 
PSAK 48: Aset tidak lancar 
yang dimiliki untuk dijual 
 Diukur pada nilai wajar 
ditambah dengan biaya 
transaksi 
 
- PSAK 48: Aset tidak 
lancar yang dimiliki 
untuk dijual 
 Biaya perolehan 
PSAK 58: Penurunan Nilai 
Aset 
 Berdasarkan Nilai 
wajar/harga pasar 
 
PSAK 58: Penurunan 
Nilai Aset 









PSAK 110: Akuntansi 
Sukuk 
 Pendekatan Penghasilan: 
Diukur pada nilai wajr 
melalui penghasilan 
komprehensif dan pada 
nilai wajar melalui laba 
rugi 
PSAK 110: Akuntansi 
Sukuk 
 Model Usaha 
 Diukur berdasarkan 
biaya perolehan 
 Diukur pada nilai 
wajar 
PSAK 110: Akuntansi 
Sukuk 
 Model Usaha 
 Biaya Perolehan 
 Nilai wajar 
Tabel 4.2: Perbedaan Berdasarkan Aspek Pengukuran 
Perbedaan penggunaan beberapa metode dan teknik penilaian secara rinci 
tergambar dalam tabel diatas. Namun, secara umum teknik penilaian yang 
ditetapkan dalam fair value accounting terdapat pada ketiga perbankan syariah 
diatas yaitu: pendekatan pasar, pendekatan biaya dan pendekatan penghasilan. 
Aspek pengukuran dapat disandingkan dengan keadilan dalam syariah. 
Dalam konteks kesyariahan, Triyuwono (2014:318) berpendapat bahwa 
masyarakat muslim mempraktikkan akuntansi berdasarkan pada perintah Allah 
dalam QS Al-Baqarah:2/282 yang bersifat univerasal dalam arti bahwa praktik 
pencatatan harus dilakukan dengan benar atas transaksi yang dilakukan oleh 
seseorang dengan orang lain. “Substansi” dari perintah ini adalah praktik 
pencatatan yang harus dilakukan dengan benar (adil dan jujur). Aspek kesyariahan 
mencakup segala hal yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Baik secara 
ekonomi, sosial, budaya, falsafah moral dan sebagainya. Akuntansi syariah 
sanggat erat kaitannya dengan keadilan (“adil” atau “benar”) seperti yang 
dijelaskan pada ayat dibawah ini:  
                                  
                                    
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Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi 
orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena 
Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali 
kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk 
Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 
kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya 
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. Al-
Maa-idah:05/08) 
QS. Al-maidah:05/08 menyatakan bahwa adil lebih dekat kepada taqwa. 
Perlu dicatat bahwa keadilan dapat merupakan kata yang menunjuk substansi 
ajaran Islam. Jika ada agama yang menjadikan kasih sebagai tuntunan tertinggi, 
Islam tidak demikian. Ini karena kasih, dalam kehidupan pribadi apalagi 
masyarakat, dapat berdampak buruk. Bukankah jika anda merasa kasihan kepada 
seorang penjahat, anda tidak menghukumnya? Adil adalah menempatkan segala 
sesuatu pada tempatnya. Jika seseorang memerlukan kasih, dengan berlaku adil 
anda dapat mencurahkan kasih kepadanya. Jika seseorang melakukan pelanggaran 
dan wajar mendapat sanksi yang berat, ketika itu kasih tidak boleh berperanan 
karena ia dapat menghambat jatuhnya ketetapan hukum atasnya. Ketika itu, yang 
dituntut adalah adil, yakni menjatuhkan hukuman setimpal atasnya. 
                                    
   ...     
Terjemahnya: “Sesungguhnya Allah sudah menyuruh kamu berlaku adil 
dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan 
Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan 
permusuhan” (Q.S. An-Nahl:16/90) 
Pada QS. An-nahl:16/90 menjelaskan bahwa adil dan keadilan merupakan 
landasan ajaran Islam dan  syariat agama ini. Allah Swt tidak berbuat zalim 
kepada siapapun dan tidak memperbolehkan seseorang berbuat zalim kepada 
orang lain dan menginjak hak orang lain. Menjaga keadilan dan menjauh dari 
segala perilaku ekstrim kanan dan kiri menyebabkan keseimbangan diri manusia 
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dalam perilaku individu dan sosial. Kepercayaan orang muslim akan keesaan 
Allah dan kekuasaan-Nya seharusnya dapat menjadi jaminan bagi pihak lain atas 
kebenaran ucapannya. Keyakinan itu seharusnya dapat menjadi jaminan bagi 
pihak lain atas kebenaran ucapannya. Kebenaran ucapannya itu berarti jujur. Kata 
jujur adalah kata yang digunakan untuk menyatakan sikap seseorang jika ada 
seseorang berhadapan dengan sesuatu atau fenomena maka orang itu akan 
memperoleh gambaran tentang sesuatu atau fenomena tersebut. Jika orang itu 
menceritakan informasi tentang gambaran tersebut kepada orang lain tanpa ada 
“perubahan“ (sesuai dengan realitasnya) maka sikap yang seperti itulah yang 
disebut dengan jujur. 
 Sudah sangatlah jelas disebutkan pada ayat-ayat diatas bahwa sahnya 
keadilan merupakan aspek penting dalam kegiatan ekonomi untuk mendapatkan 
“informasi yang bermanfaat” dan merupakan sebagai pendorong untuk melakukan 
upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangunan akuntansi modern (alternatif) yang 
lebih baik. Nilai keadilan dalam akuntansi sangat penting, karena informasi 
akuntansi mempunyai kekuatan (power) untuk memengaruhi pemikiran, 
pengambilan keputusan, dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang (Triyuwono, 
2006: 180). Selain ayat diatas, dalam surat Al-Baqarah:2/282 juga telah dijelaskan 
peranan penting dari kata “adil”. Tuhan menghendaki bahwa organisasi dikelolah 
manusia harus dilakukan dengan cara-cara adil. Begitupun dengan fair value yang 
dijadikan sebagai aspek pengukuran maupun penilaian dalam entitas syariah harus 
dilakukan secara adil dan benar. Oleh karena itu, seorang akuntan harus 
menetapkan sikap keadilan dan kejujuran dalam melakukan pencatatan baik dalam 
hal menilai, mengukur, menyajikan maupun mengungkapkan segala hal-hal yang 
berkaitan dengan laporan keuangan.  
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3. Aspek Pengungkapan 
Aspek pengungkapan merupakan aspek pelengkap dalam metode fair 
value accounting. Perbedaan mengenai aspek ruang lingkup dan pengukuran 
menyebabkan adanya perbedaan dalam hal pengungkapan, seperti yang terdapat 
dalam tabel berikut ini: 
Bank Panin Syariah Tbk. Bank BNI Syariah Bank Mandiri Syariah 
 Diungkapkan secara jelas 
menurut PSAK 60, 
Instrumen Keuangan: 
Pengungkapan dan PSAK 
68: Nilai wajar 
 Penekanan persyaratan 
sangat jelas menurut 
PSAK 68 
 Klasifikasi instrumen 
keuangan dan non 
keuangan jelas 
 Terdapat Informasi 
Tambahan 
 
 Diungkapkan secara 
jelas menurut PSAK 60, 
Instrumen Keuangan: 
Pengungkapan 
 Penekanan persyaratan 
sangat jelas menurut 
PSAK 60 
 Klasifikasi instrumen 
keuangan dan non 
keuangan jelas 
 Tidak terdapat 
informasi tambahan 
 
 Diungkapkan secara 
jelas menurut PSAK 60, 
Instrumen Keuangan: 
Pengungkapan 
 Penekanan persyaratan 
kurang jelas 
 Klasifikasi instrumen 
keuangan dan non 
keuangan kurang jelas 
 Tidak terdapat 
informasi tambahan 
Tabel 4.3: Perbedaan Berdasarkan Aspek Pengungkapan 
Penetapan secara umum metode fair value accounting menjadi faktor 
pembeda secara signifikan pada tiap-tiap perbankan syariah. Tabel diatas telah 
menggambarkan secara jelas mengenai perbedaan fair value accounting dari segi 
pengungkapan. Fair value accounting pada Bank Panin Syariah Tbk secara umum 
diatur dalam PSAK 68 yang mengharuskan pengungkapan fair value accounting 
secara detil, penekanan persyaratan secara jelas, penggabungan atau pemisah yang 
harus dilaksanakan serta adanya informasi tambahan. Berbeda halnya pada Bank 
BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah yang pengungkapannya hanya diatur 






Perbandingan penggunaan metode fair value accounting antara perbankan 
syariah dapat diklasifikasikan berdasarkan tiga aspek berikut ini: 
1. Aspek ruang lingkup, fair value accounting Pada Bank Panin Syariah terdiri 
atas: PSAK 16: Aset Tetap, PSAK 48:  Aset Tidak Lancar Dimiliki Untuk 
Dijual, PSAK 13: Properti Investasi, PSAK 58: Penurunan Nilai Aset, dan 
PSAK 110: Akuntansi Sukuk. Pada Bank BNI Syariah yang termasuk dalam 
ruang lingkup fair value accounting mencakup: PSAK 16: Aset Tetap, 
Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang mudarabahah, PSAK 58: 
Penurunan nilai aset, PSAK 110: Akuntansi Sukuk, dan Agunan. Sedangkan 
dalam Bank Mandiri Syariah ruang lingkup fair value accounting meliputi: 
PSAK 16: Aset Tetap, PSAK 110: Akuntansi Sukuk, dan Agunan. 
2. Aspek pengukuran, teknik penilaian dalam fair value accounting terdi atas 
tiga pendekatan, yaitu: pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan 
penghasilan. Ketiga perbankan syariah masing-masing manggunakan teknik 
tersebut, hanya saja metode yang digunakan secara rinci berbeda. 
3. Aspek pengungkapan, didasarkan pada penerapan PSAK 68 dan PSAK 60. 
Fair value accounting pada Bank Panin Syariah Tbk secara umum diatur 
dalam PSAK 68 yang mengharuskan pengungkapan fair value accounting 
secara detil, penekanan persyaratan secara jelas, penggabungan atau pemisah 





pada Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah yang pengungkapannya 
hanya diatur dalam PSAK 60 mengenai Instrumen Keuangan: Pengungkapan. 
B. Keterbatasan Penelitian dan Saran 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan paradgima 
Interpretif, terdapat beberapa keterbatasan didalamnya. Pertama, hasil penelitian 
ini hanya berfokus pada bank syariah saja dan terbatasnya waktu penelitan. 
Kedua, meksipun penelitian ini menggunakan paradigma Interpretif namun 
dikarenakan kurangnya referensi yang tersedia, sehingga dalam paenelitian ini 
hanya menggunakan beberapa rujukan saja. Namun untuk menutupi hal itu, dalam 
validitas data peneliti melakukuan diskusi kompeten yakni melakukukan diskusi 
kepada orang yang diaggap memiliki pengetahuan dalam hal yang bersangkutan. 
Ketiga, kecakapan ilmu penulis dalam bidang syariat, tarekat, Hakekat dan 
Ma’rifat masih belum terlalu mumpuni, sehingga dalam pembahasan penelitian 
ini, peneliti hanya memberikan pemaknaan secara umum mengenai gambaran 
umum fair value accounting pada perbankan syariah. 
Berdasarkan pertimbangan keterbatasan yang ada pada penelitian ini, 
diharapkan kepada peneliti selanjutnya mampu melibatkan bank konvensional, 
dengan kurun waktu penelitian yang digunakan lebih panjang. Serta membekali 
dirinnya dengan kecakapan dalam bidang syariat, tarekat, hakikat dan ma’rifat 
sehingga dalam pemaknaan metode fair value accounting dengan menggunakan 





Agoes, Sukrisno dan I Cenik Ardana. Etika Bisnis dan Profesi. Edisi Revisi. 
Jakarta: Salemba Empat. 2009. 
Al-Qur’an 
Annual Report Bank BNI Syariah Tahun 2015. 
Annual Report Bank Mandiri Syariah Tahun 2015. 
Annual Report Bank Panin Syariah Tbk. Tahun 2015. 
Bank BNI Syariah. Situs Resmi www. bnisyariah.co.id. (09 Oktober 2016) 
Bank Mandiri Syariah. Situs Resmi www. syariahmandiri.co.id. (09 Oktober 2016) 
Bank Panin Syariah Tbk. Situs Resmi www. paninbanksyariah.co.id. (09 Oktober 
2016). 
Bungin, Burhan. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, EKONOMI, Kebijakan 
Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana. 2007. 
Cahyadi, Annas, Supriadi Laupe dan Nurlela Maparessa. Peran Budaya dan 
Penegakan Hukum dalam Menentukan Tingkat Pengadopsian IFRS. 
Simposium Nasional Akuntansi XVII, Universitas Sumatera Utara 
Medan. (2015): h. 1-17. 
Cahyono, Aris Tri. Meta Teori Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia – 
Menuju Konvergensi SAK di Masa Globalisasi. Jurnal EKSIS, Volume 7, 
Nomor 2, ISSN: 0216-6437 (2011): h. 1884-1897. 
Cahyonowati, Nur dan Dwi Ratmono. Adopsi IFRS dan Relevansi Nilai Informasi 
Akuntansi. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume 14, Nomor 2 (2012): 
h. 105-115. 
Djaddang, yahril Dan Suratno. Genealogi Pengungkapan Fair Value Accounting 
Berbasis Pasar dan Konvergensi Praktik Akuntansi di Indonesia. 
Simposium Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara, Medan. 
(2015): h. 1-23. 
Febrianti, Ira, Tona Aurora Lubis, dan Wirmie Eka Putra. Perbedaan Sebelum dan 
Sesudah Penerapan IFRS terhadap Laba Bersih, Ekuitas dan Abnormal 
Return. Jurnal InFestasi, Volume 10, Nomor 2 (2014): h. 133-137.  
Gamayuni, Rindu Rika. Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia 
menuju International Financial Accounting Standards. Jurnal Akuntansi 
dan Keuangan, Volume 14, Nomor 2 (2009): h. 153-166. 
Himawati, Susana dan Agung Subono. Praktik Akuntansi dan Perkembangan 
Akuntansi Syariah di Indonesia. Eprint.umk.ac.id, ISSN: 1979-6889 
(2009): h. 1-12. 
Ikatan Akuntan Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan. Revisi 2014. 
Jakarta:Grha Akuntan. 2014 
81 
 
Ilahiyah, Mar’a Elthaf. Pro Kontra Sistem Akuntansi Syariah di Indonesia Terkait 
Konvergensi IFRS di Indonesia. Jurnal Akuntansi UNESA, Volume 1, 
Nomor 1 (2012): h. 1-24. 
Indranto, Nur dan Bambang Supomo. Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk 
Akuntansi dan Manajemen. Edisi pertama cetakan keenam. Jogjakarta: 
BPFE. 2013. 
Juan, Ng Eng dan Ersa Tri Wahyuni. Panduan Preaktis Standar Akuntansi 
Keuangan Berbasis IFRS. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat. 2012. 
Kariyoto. Akuntansi Syariah dalam Perspektif Teori dan Implementasinya. Jurnal 
JIBEKA, Volume 8, Nomor 2 (2014): h. 19-26. 
Majid, Jamaluddin dan Safri Haliding. The Critical Aspect On Fair Value 
Accounting And Its Implication To Islamic Financial Institutions. Al-
Iqtishad: Volume VI Nomor 2 (2014): h. 283-304. 
Malik, M. S., Ali Malik, and Waqas Mustafa. Controversies That Make Islamic 
Banking Controversial: An Analysis Of Issues And Challenges. American 
Journal Of Social And Management Sciences, ISSN Print: 2156-1540, 
ISSN Online: 2151-1559, doi:10.5251/ajsms.2011.2.1.41.46. (2011): h. 
41-46. 
Mariyam, Siti. Pro Kontra Standar Akuntansi Stariah Terhadap IFRS di 
Indonesia. Jurnal Akuntansi UNESA, Volume 2, Nomor 2 (2014): h. 1-
23. 
Muhammad. Teori Penilaian dalam Akuntansi Syariah. MSI-UII. (2004): h. 1-16. 
Mulawarman, Aji Dedi. Akuntansi Syariah di Pusaran Kegilaan “IFRS-IPSAS” 
Neoliberal: Kritik atas IAS 41 dan IPSAS 27 Mengenai Pertanian. Artikel 
Online arikamayanti.lecture.ub.ac.id (Diakses tgl 19/04/2016 pkl 19.18). 
(2014): h. 1-24. 
Nundini, Audita Ananda dan Hexana Sri Lastanti. Pengaruh Konvergensi IFRS 
dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Earning Management 
Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia. E-
journal Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Trisakti, Volume 1, 
Nomor 2, ISSN: 2339-0832 (2014): h. 19-32. 
Nurasiah dan Nunung Nuryani. Relevansi Nilai Serta Implikasi Risiko atas 
Keuntungan dan Kerugian Perubahan Nilai Wajar Kewajiban Perbankan. 
Simposium Nasional Akuntansi Mataram Lombok. Universitas Mataram. 
www.multiparadigma.lecture.ub.ac.id. (2014): h. 1-19. 
Nurhayati, Ida dan Maryono. Dampak Konvergensi Standar Akuntansi Keuangan 
terhadap International Financial Accounting Standards (IFRS) pada 
Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Prosiding Seminar 
Nasional dan Call For Paper Economic Globalization Risk For 
Developing Country, Proceeding Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen 
Maranatha. (2014): h. 1-18. 
Nurhayati, Sri. Akuntansi Syariah di Indonesia. Edisi ketiga. Jakarta: Salemba 
Empat. 2014. 
Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Tahun 2013. 
82 
 
Prasetya, Ferry Danu. Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. 
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, Volume 1, Nomor 4 (2012): h. 113-
117. 
Pura, Rahman. Pengantar Akuntansi 1 Berbasis IFRS. Jakarta: Erlangga. 2013. 
Rudito, Bambang dan Melia Famiola. Social Mapping: Metode Pemetaan Sosial. 
Bandung: Rekayasa Sains. 2008. 
Sirajudin dan Lea Emilia Farida. Transformasi Akuntansi Indonesia Melalui 
Konvergensi IFRS. Jurnal INTEKNA, Tahun XII, Nomor 1 (2012): h. 96-
102. 
Soehartono, Irawan. Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang 
Kesehatan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: Remaja 
Rosdakarya. 2011. 
Subramanyam K. R. And J. J. Wild. Analisis Laporan Keuangan. Edisi 10. 
Jakarta: Salemba Empat. 2010. 
Sukor, Mohd. Edil Abd., Rusnah Muhamad and Alwin Yogaswara Gunawa. 
Malaysian Sukuk: Issues In Accounting Standard. Malaysian Sukuk: Issues In 
Accounting Standard. Shariah journal, Vol. 16, No. 1 (2008): h. 63-74. 
Suwardjono. Teori Akuntansi Perekayasaan Laporan Keuangan. Edisi Ketiga. 
Jogjakarta: BPFE. 2014. 
Triyuwono, Iwan. Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah. Jakarta: 
PT. RajaGrafindo Persada. 2006. 
-----------------------. Filosofi Tauhid: Mendekontruksi Pendidikan Akuntansi 
Syariah Yang Sekuler. Workshop Nasional Kurikulum Akuntansi Syariah. 
febi.uin-suka.ac.id (Diakses tgl 21/04/2016 pkl 16:19). (2015): h. 1-20. 
Wuisman, Jan J. J. M. Teori dan Praktek: Memperoleh Kembali Kenyataan 
Supaya Memperoleh Masa Depan. Edisi Pertama. Jakarta: Yajyasan 
Pustakja Obor Indonesia. 2013. 
Zuriah, Nurul. Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan:Teori-Aplikasi. 























Elvi Sulfianingsi dilahirkan di kota Bulukumba  pada 
tanggal 28 April 1993, anak kedua dari empat bersaudara 
keturunan langsung dari pasangan H. Syarifuddin dan Hj. 
Jusniati. Penulis memulai pendidikan formal di Madrasah 
Ibtidaiyah Karama pada tahun 1999 hingga tahun 2005, 
kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) Negeri 41 Karama dan lulus pada tahun 2008, dan 
pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) Negeri 1 Bulukumba dan lulus pada tahun 2011. Setelah itu, 
penulis melanjutkan pendidikan pada tahun 2012 di Universitas Islam Negeri 
(UIN) Alauddin Makassar pada jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam dan menyelesaikan study pada tahun 2015 dengan gelar Sarjana Ekonomi 
(SE).        
